
BADAN PENCUSAHAAN KA\\ASAN  PERDA( ;ANCAN BUMS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 

SA LI NAN 

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABU I-IAN BEBAS BATAM 

NOMOR 31 TAHUN2OI8 

TENTANG 

PETUNLJUK PELAKSANAAN JENIE DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR 
PELABUHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 

DENGAN RAHMAT r%uHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGUSAHAA '.1 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUIHAN BEBAS BATAM, 

Menimbang 	a. 	bahwa dalarn ranka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan 
Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
148/PMK.05/201 S tentang Tarif Layanan Badan Layanan 
Umum Badan Pertgusahaan Kawasan Pcrdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana tclah diubah dengan 
Peraturan Menteti Keuangan Nomor 87/PMK.051 2018, perlu 

mengatur pctunjtik pelaksanaan jenis clan tarif layanan pada 
Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bcb.as clan Pelabuhan Bebas Batam; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batani ter tang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif 
Layanan pada Kantor Pdabuhan Laut Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagt.ngan Bebas dan Pe1abuhan Bebas Batam; 

Mengingat 	I. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indon'sia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Neg.ra Republik Indonesia Nomor 4053), 
sebagaimana tela.h diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2007 entang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Uridang Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atm; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor i Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan 
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Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi ijndang-Undang 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Ncgara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang I4omor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
64, Tambahan Le nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4849); 

5. Peraturan Pemertntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan ]ayanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pcmcrintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 
Rawasan Perdagangan Ilcbas dan Pelabuhan Bebas Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
107, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemertntah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan P&abuhan Bebas Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5195); 
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7. Peraturan Pemcrintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan (Lembarari Negara Republik Indonesia Tabun 
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran I4egara Republik 
Indonesia Nomor 5070); 

8. Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Kenavigasian (Lerrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5093); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di PeraL-an (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
17, Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5196); 

11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 
tentang Tarif Lavanan Badan Layanan Umurn Badan 
Pengusahaan Raw. asan Perdagangan Bebas clan Pelabuhan 
Bebas Batam (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentarig 
Perubahan atas Peraturan Meriteri Keuangan Nomor 
148/PMICO5/201e tentang Tarif Layanan Badan Layanan 
Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas clan 
Pelabuhan Bebas Batani (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomo 1051); 

13. Peraturan Ketua Dewan Rawasan Perdagangan Bebas clan 
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Susunan Organisasi clan Tata Kerja Badan Pengusahaan 

I 
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Kawasan Perdagargan l3ebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan 
Kawasan Perdagartgan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Ketua Dewan ICa'. asan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam Nomor I Tahun 2014 tentang Susunan 
Organisasi dan Tha Kerja Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 

14. Keputusan Menter: Koordinator Bidang Perekonomian Selaku 
Ketua Dewan Kasasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam Nomor 146 Tahun 2017 tentang Pemberhcntian 
Kepala, Wakil Kepala (Ian Anggota Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagargan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
dan Penetapan serta Pcngangkatan Kepala dan Anggota 
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas E.atam; 

15. Keputusan Menier: Koordinator Bidang Perekonomian Selaku 
Ketua Dewan Ka asan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam Nort or 29 Tahun 2018 tentang Pcngangkatan 
Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Eko Budi 
Soepriyanto sebagai Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan 
Sarana Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pclabuhan Bebas Batam; 

16. Peraturan Kepala !3adan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuaan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 

17. Peraturan Kepala }3adan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kcrja 
dibawah Anggota!)cputi di Lingkungan Badan Pengusahaan 
Kawasan PerdagarLgan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batarn Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Unit 
Kerja di bawah Anggota/ Deputi di Lingkungan Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam; 
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18. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pclabulian Bcbas Batam Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pelaksanaan Sistcm Host-to-Host Pembayaran 
Kegiatan Jasa Kcpelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan 
Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batarn Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peratu ran Kepala Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistcm Host-to-
Host Pembayarar Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di 
Lingkungan Pelabuhan Batam; 

19. Surat Keputusan Eersama Menteri Perhubungan dan Kepala 
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017 dan 
Nomor 1456/SPJIKA/ 11/2017 tentang Penyelenggaraan 
Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pclabuhan 
Bebas Batam; 

MEMU FUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENOUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBA S DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN 
PADA KANTOR PELA)3UHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
BATAM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan mi yang dimaksud dengan 

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam. 

3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di 
sekitarnya dengan batas-bata5. tertentu sebagai tempat kegiatan 
pernerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat 
kapal bersandar, bcrlabuh, naik dan/a;au turun penumpang, dan/atau 
hongkar inuat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 
pelayaran, dan kegiatan pcnu ijang pelabuhan serta sebagai tempat 
perpindahan intra dan antar moda transportasi. 
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4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhar yang dapat digunakan untuk melayani 
kegiatan angkutan taut dan/atau rngkutan penyebcrangan yang terletak di 
taut atau di sungai. 

5. Tarif Dasar adalah tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa 
kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam yang mengacu pada Peraturan 
Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif jasa kepelabuhanan Badan 
Pengusahaan Batam. 

6. Lokasi Alih Muat Antar kapal (Ship to Ship Transfer) adalah lokasi di perairan 
yang ditetapkan dan berfungsi sehagai pelabuhan yang digunakan sebagai 
kegiatan alih muat antar kapal. 

7. Terminal Umum adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar 
dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat 
menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat 
barang yang diselenggarakan untuic kepentingan umum. 

8. Terminal Khusus yang selarijutnya disebut Tersus adalah terminal yang 
terletak di lua.r Daerah Lingkungan Kcrja (DLKr) dan Daerah lingkungan 
Kepentingan (DLKp) pelabuhan yang nierupakan bagian dari pelabuhan 
terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

9. Terminal Untuk Kepentingan Sendri yang sclanjutnya disebut TUKS adalah 
terminal yang tenletak di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah 
lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dan 
pelabuhan untuk mclayani kcpentingan sendiri sesuai denan usaha 
pokoknya. 

10. Wilayah Labuh adalah suatu wilavah tertentu di perairan yang digunakan 
untuk kegiatan berlabuh, kegiatan lay up, menunggu untuk bersandar di 
pelabuhan, menunggu muatan, alih rnuat antar kapal, tank cleaning, 

blending, bunker, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya. 

11. Tambat adalah posisi kapal merapat ke dermaga, di mana tall cross kapal 

terikat pada bolder. 

12. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalab lembaga Pemerintah di pelabuhan 
sebagai otonitas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan kegiatan kepelabuharutn yang diusahakan secara komersial. 

13. Kepala Kantor Pelabuhan taut acaiah pimpinan pelabuhan di lingkungan 
Badan Pcngusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam. 

14. Tanif Jasa Kepelabuhanan ads lah penenimaan yang diperoleh atas 
pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa 
penunjang kepelabuhanan di pelabuhari yang diselenggarakan oleh Badan 
Pengusahaan Batam, yang terdir dari Terminal Umum, Terminal untuk 
Kepentingan Sendiri, Terminal Kbttsus, dan perairan pelabuhan Batarn. 

15. Dacrah Lingkungan kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada 
pelabuhan atau terminal khusus yEng digunakan secara langsung. 
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16. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah 
Lingkungan Kerja perairan pelabthian yang dipergunakan untuk menjamin 
keselamatan pelayaran. 

17. Kapal adalab kendaraan air dcngan bcntuk dan jenis apapun yang 
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk 
kcndaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah 
permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak 
berpindah-pindah. 

18. Buoy adalah perangkat apung yang dapat memiliki berbagai fungsi, buoy 
dapat berlabuh/mengambang atau clibiarkan melayang untuk kapal 
bcrtambat ataupun sebagai penanda yang diletakkan di laut agar kapal tidak 
merapat dikarenakan kedalaman laut yang dangkal. 

19. Floating Dock adalab suatu bangiinan konstruksi di laut yang digunakan 
untuk pengedokan kapal dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan 
dalam arah vertikal, konstruksi floating dock mi umumnya terbuat dari baja 
dan plat. 

20. Bollard Pull adalab ukuran kckuat2 n daya tank dari suatu kapal tunda yang 
menggunakan tali tunda yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian (test 
sertifikat) dari klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah. 

21. Kapal melakukan kegiatan niaga adalab kapal yang selama berkunjung di 
pelabuhan melakukan kegiatan bongkar inuat kargo berupa barang, 
penumpang dan hewan, termasi.ik kapal Pemerintah, Tentara Nasional 
Indonesia (TN!) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). 

22. Kapal tidak melakukan kegiatan ni;lga adalah kapal yang selama berkunjung 
di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa 
barang, penumpang dan hewan, vaitu kapal dalam rangka kegiatan bunker, 
mengambil perbekalan serta kepenluan lain yang digunakan dalam 
melanjutkan pexjalanannya, nieriambah / mengganti anak buah kapal, 
mendapat pertolongan dokter, per:ollongan dalam kebakaran, tank cleaning 
serta pembasmian hama (fumigasi) 

23. Kapal lay-up adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan 
sebagai area lay-up sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak 
dipergunakan da.lam kegiathn pengangkutan kargo/penumpang, dengan 
perlakuan ketentuan jurn]ah awak kapal berdasarkan klasilikasi kegiatan 
lay-up nya (hot lay-up, semi cold stacking, cold stacking) dan disampaikan 
sebagai kapal lay-up pada saat kedatangan kepada Syahbandar. 

24. Terminaling adaiah kapal yang bertindak sebagai terminal, dan berlabuh 
sccara tetap pada titik koordinat yang ditentukan. 

25. Kapal Yacht dan sejenisnya adatab kapal yang dilengkapi secara khusus 
untuk berekreasi/olahraga/mclakL kan perlombaan-penlombaan di laut, balk 
yang digerakkan dengan pesawat Dcndorong, layar, atau pun dengan cara-
cara lain. 
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26. Gross Tonage, selanjutnya disebut UT, adalah perhitungan volume semua 
ruang yang terletak di bawab geladak kapal ditambah dengan volume 
ruangan tertutup yang terletak di £ tas gcladak ditambab dengan isi ruangan 
beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas 
(superstructure), tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume 
sebesar 100 (seratus) kaki kubik v.ng setara dengan 2,83 (dua koma dclapan 
tiga) meter kubik. 

27. Etmal adalah satuan untuk menghitung larnanya kapal berada di pelabuhan. 

28. Per bulan kalender adai.ah perhiiungan bulan dihitung sejak tanggal 1 
sampai dengan tanggal berakhirnya bulan tersebut yaitu tanggal 30 atau 31, 
kecuali bulan Februari sampai dengan tangga] 28 atau 29. 

29. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan 
Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau scbaliknya, tcrmasuk melanjutkan 
ktinjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang 
diselenggarakan oleh perusahaan arigkutan lain. 

30. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutari laut antar 
pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia yang 
discicnggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 

31. Pclayaran Perintis adalah pelayartan angkutan di perairan pada trayek-
trayek yang ditetapkan olch Pemeniatah untuk melayani daerah atau wilayah 
yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum 
memberikan manfaat komersil. 

32. Pelayaran Rakyat adalah kcgiatan angkutan laut antar pelabuhan di 
wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal Iayar 
motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal 
motor yang berukuran sampai dengin 35 (tiga puluh lima) UT. 

33. Kapal Yang Melakukan Kegiatar Tetap adalah kapal yang melakukan 
kegiatan secara tetap dan tinggal tetap di dalam daerah lingkungan keija 
dan daerah Iingkungan kepentingar pelabuhan. 

34. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah 
gerak kapal dapat dilaksanakan dengan sciamat, tertib dan lancar. 

35. Pcnundaan adalah pekerjaan mcndorong, mengawal, menjaga, menarik 
atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau 
untuk melepas dari tambatan derrnaga, breasting dolphin, pelanapung dan 
kapal lainnya dengan menggunakari kapal tunda. 

36. Kepil adalab pekexjaan mengikat, melepas, menarik tali temaii kapal yang 
beroah gerak untuk bertanibat ke atau untuk melepas dari dermaga, 
breasting dolphin., pelampung den kapal Iainnya dengan menggunakan 
atau tidak mcnggunakan motor kepil. 

37. Peralatan bongkar muat mekanik aclidah peralatan yang tersedia di 
pelabuhan atau di stasiun pcng niman untuk menangani kargo seperti 
crane darat (mobil crane), fork-lift, truck/truck trailer, truck crane, top-loader 
prnover trailer. 

V_  
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38. Peralatan bongkar muat non mekani]c adalah alat pokok penunjang 
pekerjaan bongkar muat yang meliputi jaia-jala lambung kapal (shipside 
net), tali baja (wire sling), tall rand manila (rope sling), jala-jala baja (wire 
net), jala-jala tali manila (rope net), gerobak dorong, dan/atau pallet. 

39. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yang 
dibongkar/dimuat dad dan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal ke 
pelabuhan tujuan, dapat berupa angkutan antar pulau atau impor/ekspor. 

40. Kargo dalam kemasan adalah barang yang menggunakan kenaasan 
petikemas (container), atau mengguiakan pallet dan unitisasi. 

41. Kargo tidak dalam kemasan adalnh barang sclain sebagaimana dimaksud 
pada angka 39 Pasal mi dalam hentuk urai, antara lain berupa break bulk, 
bag cargo, barang curab kering, barang curah cair dan hewan. 

42. Gudang adalah mcrupakan suati tempat atau bangunan beratap yang 
diperuntukan untuk menimbun, menyimpan dan mcngcrjakan barang 
dengan tujuan agar barang tesebut terhindar dari kerusakan dan 
kchilangan karena ulah manusia, 1 - ewan, serangga maupun karena cuaca. 

43. Gudang transito adalah gudang liiii I (satu) di mana barang yang 
dimasukkan ke dalarn gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ke 
tcmpat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat 
pemiliknya atau consignee dalam waktu yang tidak lama/sementara. 

44. Throughput Fee adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barang 
curah yang dibongkar/dimuat rr clalui pipa yang melintas pada lokasi 
terminal di dalam dacrah lingkung;an kerja daratan dan daerah lingkungan 
kepcntingan pelabuhan. 

45. Roll On-Roll Off adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisa 
memuat/membongkar kargo masuk/keluar kapai dengan penggcraknya 
sendiri, menggunakan kapal yang dilengkapi ramp door. 

46. Man adalah aiat penting dalam pcncapaian informasi suatu produk/jasa 
kepada konsumen, melalui media Billboard, Neon boks, Gerai, dan Videotron. 

47. Container Freight Station yang sclanjutnya disebut CFS adalab kawasan 
yang digunakan untuk mcnirnbun petikemas LCL, mclaksanakan 
stuffing/unstuffing, dan untuk menimbun break-bulk cargo yang akan di-
stuffing ke pctikcmas atau di-unsrt.ffing dari pctikemas. 

48. Less than Container Load yang selanjutnya disebut LCL adalah petikemas 
yang berisi muatan dari beberapa .shiper dan penerimanya terdiri dan 
beberapa consignee. 

49. Full Container Load yang selanjutnya disebut FCL adalah petikemas yang 
berisi muatan satu shiper dan penerimanya satu consignee. 

50. Syahbandar adalah pcjabat peme-intah di pelabuhan yang diangkat oleh 
Menteni Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan 
dan melakukan pcngawasan ;erF adap dipcnuhinya ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan 
pelayaran. 
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51. Sistem Host-to-Host adalab sistem transaksi online yang menghubungkan 
server Penyedia Jasa dengan servcr Batik yang ditunjuk secara langsung 
dengan menggunakan jaringan teickomunikasi. 

52. Gerakan adalah mengubah kedudu <an kapal dari satu tempat ke tempat lain 
yang dikehendaki. 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan mi meliputi: 

a. Jenis Tar-if L,ayanan; 

b. Pelaksanaan Tarif Layanan Kepelabtihanan; 

C. Pelaksanaan Tarif Layanan Kepelabtihanan Lainnya; 

d. Jam Operasional Lainnya; 

e. Tarif Khusus; 

f. Penagihan dan Penyctoran; 

g. Denda; dan 

h. Pelaporan. 

Pasal 3 

(1) Nilai tagihan pelayanan kepelabuftanan Pelayaran Dalam Negeri, per nota 
tagihan paling sedikit sebesar Rp 100.000, (seratus nibu Rupiah). 

(2) Nilai tagihan pelayanan kcpeiabuharian Luar Negcri, per nota tagihan paling 
sedikit sebesar Rpi50.000,- (seratu$, lima puluh ribu Rupiah). 

(3) Nilai tagihan pclayanan pelayaran rakyat barang di luar Pelabuhan Umum 
total per nota tagihan adalah RpO,- inol Rupiah). 

Pasal 4 

Perusahaari pelayaran/ kapten kapal I tarus rnenyampaikan Pernyataan Umum 

Kedatangan Kapal (General Declaration) mengacu kepada Peraturan Kepala Badan 

Pengusahaan Batam tentang pelalcsan&an sistem host to host pembayaran jasa 

kepelabuhanan di lingkungan Kantor Pelabuhan Batam, dalam format yang 
disediakan ke Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT). 

Pasal 5 

(1) Segala jenis kegiatan jasa kepelabihanan ditagih dalam mata uang Rupiah 

(Rp). 
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(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif pelayanan jasa kapal 
dalam negeri. 

(3) Kapal Angkutan Laut Luar Negert yang menyinggahi satu atau beberapa 
pelabuhan di Indonesia termasuk capal perang negara lain, dikenakan tarif 
pelayanan jasa kapal luar negeri. 

(4) Kapal-kapal berbendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan 
angkutan laut dalam negeri ditetapkan tarif pelayanan jasa kapal luar negeri. 

(5) Kapal-kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang rnelakukan kegiatan 
angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditctapkan tarif pelayanan jasa kapal 
luar negeri. 

Pasal 6 

Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lebih dan 1 (satu) bulan, nota pelayanan 
kepelabuhanannya akan diterbitkan setiap bulan. 

Pasal 7 

(1) Tarif dasar ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pcngcnaan tarif khusus jasa kepelabuhanan menggunakan mekanisme 
perscntase berdasarkan tarifdasar ;ebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB II 
JENIS TART LAYANAN 

P'asal 8 

Jenis tarif layanan sebagaimana dirnaksitd dalam Pasal 2 huruf a tcrdiri dan: 

a. Tarif Layanan Kepclabuhanan; dan 

b. Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya. 

Pasal 9 

Tarif Layanan Kepelabuhanan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 humf a, 
terdini dan: 

a. Tarif Layanan Kapal; 

b. Tarif Layanan Barang; dan 

C. Tarif Layanan Penumpang. 
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Pasal 10 

Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf b, terdiri dan: 

a. Tarif Layanan Alat; 

b. Tarif Layanan Sewa Rakf Area Pelabuhan Untuk Jalur Pipa; 

C. Tarif Layanan Penggunaan Chassis; 

d. Tarifikian; 

e. Tarif Layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan; 

f. Tarif Layanan Sewa Tanah, Ruangar dan Bangunan; dan 

g. Tarif Sarana dan Prasarana. 

BAB Ill 
PELAKSANAAN TARIF EJAYANAN KEPELABUHANAN 

Bagiart Kesatu 
Tarif Layanan Kapal 

Pasal 11 

Tarif Layanan Kapal sebagaimana dimakud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dan: 

a. Jasa Labuh Kapal; 

b. Jasa Tambat Kapal; 

C. Jasa Pemanduan Kapal; 

d. Jasa Penundaan Kapal; 

e. Jasa Kepil; 

I Jasa Kapal Yacht dan Sejenisnya; dim 

g. Jasa Pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Penintis. 

Paragraf Kesatu 
Jasa Labuh Kapal 

Pasal 12 

(1) Tarif Labuh Kapal dikenakan terhadap sctiap kapal yang berkunjung dan 
menggunakan perairan pelabuhan di dalarn DLKr dan DLKp pelabuhan. 

(2) Kapa.1 yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif Labuh Kapal per 
kunjungan yang didasarkan pada fl kapal dengan berpedoman pada surat 
ukur kapal atau surat ukur kapal sc'mcntara. 
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(3) Kapal yang berkunjung dan berada di pelabuhan untuk mclakukan kegiatan 
lebih dari 10 (scpuluh) han, dikenakan tambahan tat -if Labuh Kapal untuk 
setiap masa 10 (sepuluh) hari berikitnya sebesar tarif per kunjungannya. 

Pasal 13 

(1) Kapal bangunan barn yang belurn inemiliki surat ukur kapal dikenakan tarif 
labuh bukan niaga jcnis pclayaran dalam negeni terhitung sejak kapal 
diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik kapal atau telah 
diterbitkannya surat ukur. 

(2) Setelal-i diterbitkan surat ukur kapa., maka kapal dikenakan tarif Iabuh sesuai 
ketentuari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 14 

Kapal penumpang yang bcrkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, 
dikenakan tat-if Iabuh dengan sistern ç erhitungan dat-i tarif dasar sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan iii. 

Pasal 15 

(1) Pemilik alat-alat apung berupa floating dock untuk kegiatan docking 

kapal/ repair hams mengajukan iziii penetapan perairan kepada Syahbandar 
dan mcmpunyai perjanjian kerjasanta dengan Badan Pengusahaan Batam. 

(2) Alat-alat apung sebagaimana dima csud pada ayat (1) dikenakan tarif labuh 
bukan niaga dalam mata uang IDR yang diperhitungkan sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 6. 

Pa-al 16 

(1) Pembebasan tarif Labuh Kapal diherikan kepada kapal angkutan laut dalam 
negeni dan kapal angkutan laut luar negeri 

(2) Pembebasan tat-if Labuh Kapal angkutan law dalam ncgcri, berupa: 

a. Kapal perang Republik Indones.a, kapal syahbandar, kapal navigasi, kapal 
patroli kesatuan pcnjagaan law dan pantai (KPLP), kapal Bea dan Cukai, 
kapal penelitian, kapal Palang Merah, kapal pemenintah daerah, kapal 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) set-ta kapal yang 

melaksanakan tugas Search anci Rescue (SAR); 

b. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan; 

C. Kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib 
register; dan 
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d. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas dock. 

(3) Pembebasan tarif Labuh Kapal angk itan laut luar negeri, berupa: 

a. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan; dan 

b. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas dock. 

Pasal 17 

Tarif Labuh Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan 16 
tercanturn dalam Lampiran 1 Peraturan iai. 

Paragra.f Kedua 
Jasa Tambat Kapal 

Pasal 18 

(1) Surat penunjukan keagenan perusahann pclayaran harus mengajukan 
pemohonan Tambat Kapal mer gacu pada Peraturan Kepala Badan 
Pengusahaan Batam tentang pclaksmaan sistem host to host pembayaran jasa 
kepelabuhanan di lingkungan Kantor Pelabuhan Batam sebelum pelaksanaan 
kegiatan bongkar/ muat dengan melampirkan: 

a. Surat Permohonan kedatangan kapal; 

b. Ships Particular (surat ukur kapal); 

C. Bill of Loading (3/ L) dan/atau Manifest; 

d. Data Kegiatan bongkar/muat; clan 

e. Stowage Plan. 

(2) Kapal yang bertambat tanpa irengajukan permohonan tertulis, tanpa 
persetujuan serta mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan gerakan 
perubahan posisi/gcscr, dikenakan sanksi administrasi scsuai ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154. 

Pasal 19 

Tambat Kapal pada terminal umum diberikan kepada kapal yang pertama kali tiba 

di perairan pelabuhan (first come first ser)ice) yang disertai dengan kelengkapan 

dokumen-dokumennya, disesuaikan dengan penataan lay out pelabuhan yang 

telah ditctapkan (bila tidak ada ruang dermaga, akan disandarkan pada dermaga 
yang sedang tidak ada kegiatan). 
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Pasal 20 

Peinberian waktu Tambat Kapal bagi icapal yang akan rnelaksanakan kegiatan 
bongkarJ muat pada terminal umum: 

a. Disesuaikan dengan jumlah barang tang akan dibongkar/dimuat; 

b. Diberikan tambahan waktu persapan 4 (empat) jam untuk persiapan 
bongkar/muat clan persiapan dokunien administrasi kapal. 

Pasal 21 

(1) Kapal diberikan waktu 4 (empat) jam untuk penerimaan muatan setelah 
selesai bongkar/muat. 

(2) Apabila dalam batas waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kapal tidak 
dapat melaksanakan pemuatan, maka kapal harus keluar untuk 
berlabuh/Iego jangkar. 

Pasal 22 

(1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perpanjangan waktu tambat 
apabila belum tibanya barang yang akar'i dimuat akibat kelalaian pemilik 
barang/ cargodoring/ stevedoring. 

(2) Kantor Pelabuhan Laut akan m3mberikan perpanjangan waktu tambat 
dengan pengenaan tambahan tarif scsuai waktu perpanjangan. 

Pasal 23 

(1) Pen.isahaan/agen pelayaran harus mengajukan pembcritahuan perubahan 
bagi kapal yang terlambat atau lcbih cepat bertambat dari waktu yang telah 

ditetapkan. 

(2) Pemberitahuan perubahan scbagaitana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lambat 2 (dua) jam setelah pclaksanaan tambat. 

Pasal 24 

(1) Perusahaan/agen pelayaran hart s mengajukan perubahan penggunaan 
tarnbatan pada terminal umum yang melebihi clan waktu yang telah 

ditetapkan. 

(2) Pcngajuan perubahan penggunaar tambatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara tertulis çaling lam bat 6 (enam) jam sebelum batas 

waktu tambat berakhir. 
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Pasal 25 

(1) Tarif Tambat Kapal dikenakan terhadap setiap kapal yang bertambat pada 
tambatan dermaga (bcton, besi dan kayu), breasting dolphin/pelampung 
serta kapal yang merapat pada kap 11 lain yang sedang sandar/ tambat. 

(2) Pengenaan tarif Tambat Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan 
pada GT kapal berpedoman pada surat ukur kapal dengan masa tambat 
menggunakan satuan etmal. 

Pasal 26 

(1) Kapal yang bertambat di terminal umum diberi batas waktu yang ditetapkan 
oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi 
pengguna Iayanan terkait, berpedonian pada pola perhitungan jumlah muatan 
perkapal dibagi loading/discharging rate. 

(2) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), dikenakan tambahan tarif Taff bat Kapal sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 3 Peraturan mi. 

Pasal 27 

(1) Pelampung tambat/buoy milik sv'asta clapat digunakan sebagai fasilitas 

tambat boug pada perairan terminal urnurn apabila diperlukan dan wajib 
melakukan keijasama dengan C)toritas Pelabuhan/Badan Pengusahaan 

Batam. 

(2) Penggunaan pelampung tambat/broy sehagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Kantor 
Pelabuhan Laut. 

(3) Pemilik pelampung tambat/buoy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

membayar sharing sesuai kesepakatan perjanjian keijasama. 

Pas.al 28 

(1) Kapal yang bertambat pada lebib iari satu jenis tambatan, yaitu tambatan 
dermaga (beton, besi dan kayu) alau bertambat pada lambung kapal lain 
yang sedang bertambat, perhituiigan masa tambatnya didasarkan pada 
penjumlahan waktu dari penggunaan beberapa tambatan (tidak termasuk 

waktu bertambat pada breasting dolphin, pelampung dan pinggiran) dan 

dikenakan tarif tambatan tertinggi. 

(2) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di 
terminal umum, dikenakan tanif Ta:nbat Rapal sebagaimana tcrcantum dalam 

Lampiran 3 Peraturan mi. 
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(3) Kapal yang bertambat di terminal umum pada tambatan dermaga (beton, besi 
dan kayu) yang dilengkapi breasting dolphin atau pelampung, dikenakan tarif 
Tambat Kapal dermaga (beton, bcsi clan kayu). 

Pasal 29 

Tarif pelayanan tambat dihitung paling 1:urang untuk ¼ (seperempat) etmal atau 6 
(enam) jam dengan pembulatan sebagai kerikut: 

a. Pemakaian tambat sampai dengar 6 (enam) jam dihitung ¼ (seperempat) 
etmal; 

b. Pemakaian tambat lebih dan 6 (enem) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam 
dihitung ½ (setengah) etmal; 

C. Pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan 
belas) jam dihitung % (tiga perempat) etmal; 

d. Pcmakaian tambat lebih dari 18 (clelapan belas) jam sampai dengan 24 (dua 
puluh empat) jam dihitung 1 (satu) ('tmal. 

Pas al 30 

Pembebasan tarif Tambat Kapal diberikan kcpada kapal yang sedang melakukan 
perbaikan di atas dock. 

Pasal 31 

(1) Kapal-kapal yang bertambat pada t'rminaL umum hams sesuai dengan posisi 
yang telah ditetapkan dengan toleransi penggunaan batas jarak maksimum 10 
(sepuluh) meter. 

(2) Perubahan posisi pemakaian tambatan pada terminal umum hams diajukan 
oleh perusahaan/agen pelayaran secara tertulis paling lambat 4 (empat) jam 
setelah kapal tambat, atau 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan perubahan 

tambatan. 

(3) Perubahan posisi/geser dilakukan paling lambat 2 (dua) jam dan shifting 

order yang ditetapkan. 

Pasal 32 

(1) Perubahan rencana penggunaan tambatan kurang dan 6 (enam) jam dan 
rencana tambat yang telah disctujui, perhitungan waktu tambat dikenakan 
terhitung sejak waktu tambat yang disetujui. 
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(2) Perubahan rencana tambat lebib dan 6 (enam) jam dianggap scbagai 

pembatalan penetapan tambahan scrnula, dcngan tetap dikenakan 
perhitungan jam tambat ½ (setcngah) etmal. 

Pasal 33 

(1) Kapal/tongkang angkutan barang ngular/liner ditetapkan dengan persyaratan 
scbagai berikut: 

a. Melakukan lebih dan 10 (sepuluh) kunjungan per bulan kalender kc 
terminal umum dengan rute dan kapal yang tetap; 

b. Diageni perusahaan pdayaran yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan berturut-turut. 

(2) Kapal/tongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketentuan 
tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

(3) Terhadap kapal pengganti tidak bcrlaku kctentuan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2), kccuaii kapal dimalcsud memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. 

(4) Ketentuari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi 
kapal yang melayani angkutan Roll on-Roll off. 

Pa,-al 34 

Ketentuan tentang tata cara pelayanan kapal dan pelabuhan diatur lebih lanjut 
dalam peraturan tentang standar operas½nal proscdur pelayanan pelabuhan. 

Pasal 35 

Tarif tambat kap& sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 34 
tercantum dalam L,ampiran I Peraturan mi. 

Paragraf Ketiga 
Jasa Penianduan Kapal 

Pasal 36 

(1) Kapal yang benukuran 500 (lima ratus) OT atau lebih, wajib menggunakan 
layanan pemanduan pada waktu h( rlayar di perairan wajib pandu. 

(2) Scmua kapal yang berukuran 500 flima ratus) GT atau lebih, wajib memiliki 
dan mengaktifkan Vessel Identification Device. 
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Pasal 37 

(1) Setiap kapal wajib pandu yang a1can masuk atau meninggalkan perairan 
wajib pandu Pelabuhan Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang, Kabil, dan 
Tanjung Uncang, wajib mengaju<an permintaan pandu secara tertulis 
kepada Pejabat Urusan Kepanduan Kantor Pelabuhan Laut, dengan 
tembusan disampaikan kepada PPAT paling lambat 2 (dua) jam sebelum 
kegiatan, keterlambatan penyampainn akan dikenakan denda sesuai Pasal 154 
ayat (1). 

(2) Kapal wajib pandu yang akan n- engajukan pembataian atau perubahan 
waktu pemanduan memberitahukan kepada Kantor Pelabuhan Laut paling 
lambat 2 (dua) jam sebelum gerakan, keterlambatan penyampaian akan 
dikenakan denda scsuai Pasal 154 ajat  (2). 

(3) Jasa Pemanduan dilakukan oleh petugas pandu yang tercatat di Kantor 
Pelabuhan Laut Batam sebagai Pc igelola Kawasan Perdagangan Bebas clan 
Pelabuhan Bebas Batam. 

Pasal 38 

Pemberian dispensasi tanpa petugas pandu terhadap kapal yang dikenakan wajib 
pandu dan berlayar di perairan wajb pandu dapat diberikan oleh Kantor 
Pelabuhan Laut atau Syahbandar, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan 
yang hams dipenuhi oleh nakhoda sesuai dcngan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 39 

Apabila terjadi kecelakaan dalam proses pemanduan kapal yang mengakibatkan 
rusaknya fasilitas dermaga atau rusaknya kapal lain di perairan bandar, maka 
nakhoda atau petugas pandu harus merThuat laporan dan berita acara kerusakan 
untuk proses ganti mgi akibat kecelakaa- tersebut. 

Pasal 40 

Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi I (satu) gerakan pemanduan yang 
dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdcpan atau petugas 
pandu tetap berada di atas kapal pandu/ tunda, dikenakan tarif pelayanan 

pemanduari sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

Pasa] 41 

Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan di luar batas perairan wajib 
pandu dan perairan pandu luar biasa, dikenakan tarif pelayanan pemanduan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 
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Pasal 42 

Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut liqu{fled natural gas (LNG), 
liquid petroleum gas (LPG) atau bertekanan tinggi (condensate) yang masuk ke 
atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tcrscndiri di daerah perairan wajib 
pandu, dikenakan tambahan tarif pelay;rnan pemanduan sebagaimana tercanturn 

dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

Pasal 43 

Pengenaan tarif pelayanan pemanduati bagi kapal tunda yang rnenggandeng 
tongkang/alat apung lainnya diatur sebagai berikut: 

a. Tongkang/alat apung Iainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh 
kapal tunda milik Kantor Pelabuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan 
pemanduan sebesar GT tongkang/dat apung yang bersangkutan, sedangkan 
penggunaan kapal tunda tersebu' dikenakan tarif Penundaan Kapal yang 

berlaku sesuai dengan Peraturan irti; 

b. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh 
kapal tunda bukan milik Kantor Pelahuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan 
pemanduan sebesar 01 kapal tunda ditarnbah GT tongkang/alat apung yang 

bersangkutan. 

Pasal 44 

(1) Tarif dasar pclayanan pemanduan adalah jumlah total tarif tetap per kapal per 
gerakan ditarnbah dengan tarif variabel per OT per kapal per gerakan. 

(2) Pelayanan pemanduan gerakan tersrndiri di dalam perairan wajib pandu untuk 

keperluan shifting kapal pada petabuhan tertentu yang jarak pelayanan 
pernanduannya melebihi jarak 3emanduan pada pelabuhan setempat 
dikenakan tarif sebagaimana tercan turn dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

Pasal 45 

(1) Pembebasan tarif pelayanan pemaniluan dibedakukan kepada kapal angkutan 
laut dalam negeri dan kapal angicutan laut luar ncgeri dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Kapal angkutan laut dalam negeri berupa: 

Kapal rurnah sakit dalam keadaan perang; 

2. Kapal perang Republik Indonesia atau kapal Negara Republik 

Indonesia untuk tugas penierintahan; 
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3. Kapal yang mengunjungi çclabuhan hanya dengan rnaksud meminta 
pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan 
terhadap bencana laut; 

4. Kapal yang berpindah da .1 tambatan atas perintah Superintendent 
dan/atau atas perintab Kcpala Kantor Pelabuhan Laut untuk 
kepentingan operasional pelabuhan; dan 

5. Kapal yang menyeberang secara tetap clan teratur menyinggahi 
pelabuhan yang sama leb:h dan 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh 
empat) jam di perairan wajib panclu tertentu. 

b. Kapal angkutan laut luar neger berupa: 

1. Kapal rumah sakit dalam keadaan perang; 

2. Kapal yang mengunjungi ç'elabuhan hanya dengan maksud meminta 
pertolongan kcmanusaiaar dalani hal pengobatan atau penyclamatan 
terhadap bencana laut; clan 

3. Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah otoritas 
pelabuhan untuk kepentingan operasional pelabuhan. 

Pasal 46 

(1) Kapal-kapal yang mengalami kelanbatan gerakan atas rekomendasi pandu 
karena pasarig surut, gangguan cuaca, atau kejadian luar biasa lainnya, 
dibebaskan dari pembayaran tambahan tarif pelayanan pemanduan. 

(2) Pembebasan pembayaran tambahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut. 

(3) Untuk pelayaran dalam negeri, thaya pemanduan dikenakan biaya paling 
sedikit sebesar Rpl.000.000,- (satu juta rupiah) per gerakan bila hasil 
perhitungan kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

(4) Untuk pelayaran luar negeri biaya pmanduan dikenakan biaya minimal paling 
scdikit sebesar Rp2.400.000,- (dua luta empat ratus rupiah) per gerakan bila 
basil perhitiungan kurang dari Rp2.400.000.- (duajuta empat ratus rupiah). 

(5) Untuk pelayaran luar negeri yang dilakukan secara rutin/liner, biaya 
pemanduari dikenakan biaya paling sedikit sebesar Rpl .500.000,- (satu juta 
lima ratus nibu rupiah) per gerakan bila hasil perhitungan kurang dan 
Rpl.500.000,- (satujuta lima ratus nibu rupiah). 

Pasal 47 

Tarif Pemanduan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan 
Pasal 46 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan mi. 
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Paragra Keempat 
Jasa Penundaan Kapal 

Pasal 48 

(1) Zona operasi kapal tunda di wila'rah kerja Kantor Pelabuhan Laut sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(2) penggunaan kapal tunda atau waktu gerakan dihitung mulai dari atau 
sampai batas pemanduan 

(3) Jam kerja efektif adalah waktu yang dihitung sejak kapal tunda mulai 
mendekati kapal yang akan diturda (walaupun belum menenima tali dan 
kapai tersebut), sampai kapal Linda selesai melaksanakan penundaan 
(melepas tali kapal yang ditunda/hbgga saat kapal selesai sandar/ in-position). 

(4) Waktu rata-rata dari dan ke p;ingkalan adalah waktu rata-rata yang 
diperlukan kapal muiai berangkat dari clan ke pangkalan. 

Pasal 49 

Kerja sama penyedia jasa penundaan 1i Wilayah Kerja Kantor Pelabuhan Laut 
Badan Pengusahaan Batam dapat dituangkan dalam kontrak kerja sama sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 50 

(1) Ketentuan penghitungan waktu rat;i-rata kapal tunda berangkat dan kernbali 
ke pangkalan di Pelabuhan Batam: 

a. Penetapan pangkalan kapal titrida: 

1. Terminal Umum Batu Ampar; 

2. Terminal Umum Kabil; dart 

3. Terminal Umum Sekupang. 

b. Jam pemakaian kapal tunda clihitung selama menunda kapal ditambah 

waktu rata-rata di kolam pelabuhan. 

(2) Jam pemakaian kapal tunda dari pangkaian lain selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung waktu rata-rata yang diperlukan 
kapal tunda sejak berangkat dari pangkalan ke lokasi kerja/kapal. 

(3) Perhitungan jarak aktual yaitu club gerak ditambah jam pemakaian kapal 
tunda selama menunda kapal, terhitung sejak mulai sampai dengan selesai. 
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Pasal 51 

(1) Kantor Pelabuhan Batam mcnerbitkan tagihan langsung kepada 
agen/perusahaan pelayaran atas peiayanart penundaan yang diberikan. 

(2) Pembayaran tagihan atas pelayanar penundaan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1), wajib dilakukan mclalui mekanisme pembayaran yang berlaku di 
Badan Pengusahaan Batam dan B.dan Pengusahaan Batam tidak menerima 
pembayaran secara tunai atau cek dan giro. 

Pasal 52 

Penggunaan kapal tunda sebagai sarana bantu pemanduan untuk membantu 
olah gerak kapal sebagai bcrikut: 

a. Kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 150 (seratus 
lima puluh) meter menggunakan paling scdikit 1 (satu) unit kapal tunda 
dengan jumlah daya paling rendah 2.000 (dua ribu) DK dengan jumlah gaya 
tank paling rendab 24 ton bollard pull; 

b. Kapal dengan panjang lcbih dari 150 (seratus lima puluh) meter sampai 
dengan 250 (dua ratus lima pulith) meter menggunakan paling sedikit 2 
(dua) unit kapal tunda dengan jur lab daya paling rendah 6.000 (cnam nibu) 
DK dengan jumlah gaya tank paling rendab 65 ton bollard pull; atau 

C. Kapal dengan panjang lebih dai 250 (dua rams lima puluh) meter 
menggunakan 3 (tiga) unit kapal tunda dcngan jumlab daya paling rendah 
11.000 (sebelas ribu) DK dengan jumlah gaya tank paling rendah 125 ton 
bollard pull. 

Pasal 53 

Pengcnaan tanif pelayanan penundaan l<apal di perairan wajib pandu, ditetapkan 
sebagai benikut: 

a. Pemakaian kapal tunda dikenakan tanif pelayanan penundaan sebesar tarif 
dasar; 

b. Pembatalan permintaan kapal turda yang telah dikinim ke lokasi kapal, 
dikcnakan tax-if pclayanan penuniaan sesuai tarif dasar minimal untuk 
pemakaian 1 (satu) jam. 

Pa-al 54 

(1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dihitung 
sejak kapal tunda tiba di lokasi kapal yang ditunda sampai dengan selesai 
menunda ditambah jumlah jam kebrangkatan dari dan kembali ke pangkalam 
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(2) Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan clan jam kembali ke pangkalan 
bagi kapal tunda secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dengan ketentuan sebaaimana tercantum dalam Lampiran 4 
Peraturan mi. 

Pasal 55 

(1) Jam pemakaian kapal tunda sebaaimana dimaksud dalam Pasal 47 untuk 
penggunaan kapal tunda kurang dan 1 (satu) jam dibulatkan dan dihitung 
menjadi 1 (satu) jam. 

(2) Pembulatan untuk selebihnya: 

a. Kurang dan ½ (setengah) jam dihitung menjadi ½ (setengah) jam; 

b. Lcbih dan ½ (setengah) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam. 

Pasal 56 

Tarif dasar pelayanan penundaan adnia n pcnjumlahan tarif tetap per kapal yang 
ditunda per jam dengan tarif variabel per GT per kapal yang ditunda perjam. 

Pasal 57 

Apabila perhitungan biaya penundaan kurang dari Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh 
ratus lima puluh nibu rupiah) per geraka i, maka biaya penundaan dikenakan biaya 
minimal, scbesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 

gerakan. 

Pasal 58 

(1) Atas dasar pertimbangan kese1arn.tan pclayaran di perairan bandar/kolam 
pelabuhan terminal umum, setiap tongkang yang akan sandar diwajibkan 
menggunakan tambahan 1 (satu) unit kapal tunda clan dikenakan tarif 
sesuai dengan ketentuan yang beniaku. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tongkang 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. 

Pasa! 59 

Kapal dengan ukuran panjang kuraig dari 70 (tujuh puluh) meter yang 
memerlukan pelayanan penundaan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
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Pasal 60 

Tarif penundaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan 
Pasal 59 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan mi. 

Paragnf Kelima 
Jasa Kepil 

Pasal 61 

(1) Jasa Kepil terdiri dan: 

a. Jasa kepil bagi kapal berbendera Indonesia; dan 

b. Jasa kepil bagi kapal berbendera asing. 

(2) Tarif kepil sebagaimana dimaks.d pada ayat (1) adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peratu ran mi 

Paragra I Keenam 
Jasa Kapal Yacht dan Sejenisnya 

Pasal 62 

(1) Terminal yang ditetapkan untuk kegiatan sandar kapal yacht dan scjcnisnya 
di Pelabuhan Batam adalah: 

a. Terminal Nongsa Point Marina Ii Nongsa; dan 

ii Terminal Marina Water Front Cty di Teluk Senimba. 

(2) Kapal yacht dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung ke 
Batam harus dilengkapi Clearanc€ Approval for Indonesian Territory (CAll) 

dan Sailing Registration Booklet dari Pemcrintah Indonesia yang masih benlaku 

serta Surat Izin Berlayar (Port Clearance) dari pelabuhan keberangkatan 

terakhir. 

(3) Kapal yacht berbendera asing ving datang tanpa dilengkapi dokumen 

CAIT/.Booklet yang masih berlaku, diwajibkan mengurus CAIT dari instansi 

yang berwenang. 

(4) Kapal yacht yang datang tidak mempunyai Surat Izin Berlayar (SPB/Port 

Clearance) dari pelabuhan keberangkatan terakhir diwajibkan menyelesaikan 

sesuai ketentuan yang berlaku di hictang kesvahbandaran. 

(5) Apabila ketentuan sebagaimana dintaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, kapal 

yacht diberi batas waktu paling laribat 30 (tiga puluh) hari untuk berada di 
pelabuhan Batam, serta tidak dft'enarkan berlayar ke perairan Indonesia 

lain nya. 
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Pasal 63 

(1) Kapal yacht berbendera asing yang menyinggahi Pelabuhan Batam, dikenakari 
tarif pelayaran kapal luar ncgcri. 

(2) Kapal yacht berbendcra Indonesia yang datang dari atau berangkat ke luar 
negeri dikenakan tarif pelayaran kaçal luar negeri. 

(3) Kapal yacht berbendera Indonesia yang berlayar hanya di wilayah perairan 
dalam negeri dikenakan tarif pelayw an kapal dalam negeri. 

Pa-.al 64 

(1) Tarif Labuh Kapal dan Tambal. Kapal bagi kapal yacht dan sejenisnya 
digabung menjadi satu tarif yang disebut sebagai Call Rates (tanif kunjungan). 

(2) Pengenaan tanif pelayanan bagi kapal yacht sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada masa tambat (ban). 

(3) Pengcnaan tarif pelayanan bagi kapal yacht sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) selama maksimum " (tujub) hari per bulan. 

Pasal 65 

Tarif kapal yacht dan scjenisnya sebagaimana dimaksud dalain Pasal 62 sampai 
dengan Pasal 64 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan mi. 

Paragra f Ketujuh 
Jasa Pelayanan Kapal Peiayaran Rak at dan Pelayaran Perintis 

Pasal 66 

(1) Kapal Pelayaran Rakyat terdiri dar Kapa] Pelayaran Rakyat Niaga dan Kapal 

Pelayaran Rakyat Bukan Niaga. 

(2) Tarif pelayanan Kapal Pelayaran RE kyat Niaga dan Bukan Niaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah scbagairnana tercantum dalam Lampiran 1 

Peraturan mi. 

(3) Kapal Pelayaran Perintis dikenakan tanif pelayanan kepelabuhanan yang 
berlaku untuk Kapal Pclayaran Rakvat. 

(4) Kapal Pelayaran Perintis yang beroperasi tidak sesuai dengan trayeknya 
dikenakan tarif pelayanan kapal niaga angkutan taut dalam negeni. 
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(5) Tarif pelayanan Kapal Pelayarari Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) adalab sebagaimana ter:anturn dalam Lampiran 1 Peraturan mi. 

Bagian Kedua 
Tarif Layanan Bararig 

Pasal 67 

Tarif Layanan Barang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf b terdiri dan: 

a. Jasa Penumpukan; 

b. Jasa Bongkan/ Muat; dan 

C. Jasa Petikcmas. 

Paragraf Kesatu 
Jasa Pertumpukan 

Pasal 68 

Pemakaian gudang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan 
berdasarkan kepada tarif yang berlaku. 

Pa,,  al 69 

(1) Pelaksanaan pengaturan/penataan barang yang akan ditumpuk di gudang 
diatur oleb supervisi/petugas gudartg. 

(2) Pckcrjaan quay transfer operations sampai di gudang dari kegiatan bongkar 
muat dilaksanakan oleh Perusahaaii Bongkar/Muat atau EMKL. 

(3) Pcnyusunan/pengaturan barang di gudang dilakukan setelah mendapat 
disposisi/area penumpukan dari supervisi atau petugas gudang dimana 

barang tersebut barn ditempatkan 

Pasal 70 

(1) Perusahaan Bongkar/Muat hanis melaksanakan kegiatan bongkar rnuat 

sclama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari. 

(2) Apabila barang bongkar/muat idak dapat diangkut langsung keluar 
dikarenakan kurang moda transportasi lanjutan maka Perusahaan Bongkar 
Muat wajib menumpuk barang tersebut di gudang atau di lapangan 

penumpukan di p&abuhan. 
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Pasal 71 

Batas waktu pemakaian gudang transito adalah 10 (sepulub) hari sejak 
dimasukkan barang yang akan ditumpu c dalam gudang clan apabila penumpukan 
barang di gudang lewat 10 (sepuluh) hari maka pihak gudang tidak bertanggung 
jawab terhadap kehilangan/kerusakan dan barang tersebut akan dikeluarkan dan 
gudang dan dianggap tidak ada pemilik. 

Pasal 72 

Tarif pelayanan penumpukan di gudang dikenakan dengan ketentuan scbagai 
berikut: 

a. Untuk barang yang dibongkar dad kapal, had pcnumpukan dihitung mulai 
han pemhongkaran pentarna dari oarty harang yang bersangkutan sampai 
dengan barang dikeluarkan dari tern pat penumpukan; 

b. Untuk barang yang dimuat ke kap1, hari penumpukan dihitung mulai ban 
penumpukan pertama dari party barang yang bersangkutan di tempat 
penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan 
kapal yang bersangkutan. 

Pasal 73 

Tarif pelayanan pergudangan untuk 1arang yang dibongkar/muat dari kapal 
(impor clan bongkar atau ckspor clan muat antar pulau) dikenakan dengan 
perhitungan sebagai berikut: 

a. Had 1 

	

	1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tanif 
pelayanan pergudangan I (saw) hari dari tarif dasar; 

b. 1-lad 11 25 (dua pulub lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam 
dan seterusnya dihitung perhaninya dikenakan tanif sebagaimana 
diatur dalam Lampiran 3 °eraturan mi. 

Pasal 74 

Tarif pelayanan penumpukan untuk barng sebagaimana dimaksud daiam Pasal 72 
ayat (1) dikenakan tambahan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 

Peraturan mi. 

Pasal 75 

Tanif pelayanan penumpukan untuk harang berbahaya sebagaimana diatur 

dalam International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) dikenakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan 
penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas 
dikenakan tambahan tarif sebagainiana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan 
mi. 

b. Terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) 
sebagaimana ketentuan LMDG Code, dikenakan tainbahan sebagaimana diatur 
dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

C. Barang berbahaya discsuaikan den;an ketentuan IMDG Code untuk kelas I 
(satu), IV (empat) dan VII (tuj ih) tidak diperbolehkan ditumpuk di 
gudang/ lapangan penumpukan. 

Pasal 76 

Tarif pelayanan penumpukan di lapangan penumpukan/CFS dikenakan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dthitung mulal 
hari pembongkaran pertama dari party harang yang bersangkutan sampai 

dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan; 

b. Untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai han 

penumpukan pertama dari party barang yang bersangkutan di tempat 
penumpukan sampai dengan hari selcsai pemuatan keseluruhan muatan 

kapal yang bersangkutan. 

Pasal 77 

Tarif pelayanan penumpukan sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 76, dikenakan 
dengan perhitungan scbagai benikut: 

a. Untuk barang yang dibongkar dari Icapal (irnpor dan bongkar antar pulau): 

i. Masa I sampai dengan han ke-5 dikenakan tarif pelayanan 
penumpukan dihituTig perhari sebesar tarif dasar; 

ii. Masa II han ke-6 dan setenisnya dihitung perharinya sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau): 

i. Masa I sampai dengan han ke-7 dikenakan tanif pelayanan 

penumpukan 	dihitung perharinya sebesar tarifdasar; 

ii. Masa II han ke-8 clan seterasnya dihitung perharinya sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 
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Pas J 78 

(1) I3arang transhipment (through corgo) dibebaskan dari pengenaan tanif 
pelayanan penumpukan selama 7 (tujub) hari terhitung mulai hari selesai 
pernbongkaran dari kapal pengangkut pertama (1 carrier) sampai dengan 
selesainya pemuatan barang tcrsetut ke atas kapal pengangkut kedua (2nd 

carrier). 

(2) Petikemas alib kapal yang belum dimuat ke kapal benikutnya dalam jangka 
waktu 7 (tujub) hari scjak pemboiigkaran dari kapal pengangkut pertama, 
dibenlakukan ketentuan sebagai ben kut: 

a. Status petikemas alih kapal (transhipment) menjadi batal dan dikenakan 
tarif paket pelayanan jasa bongJcar muat petikemas dengan status FCL; 

b. Dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas sebagaimana 
ketentuan ayat (2) Pasal itti, yang dihitung sejak hari pertama 
penumpukan. 

Pasal 79 

Tanif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus LOS, dikenakan 
terhadap barang yang bersangkutari berdasarkan ukuran, jenis dan tempat 

penumpukan barang. 

Pasal 80 

Tarif pelayanan penumpukan untuk Detikernas berstatus FCL ekspor/impor, 
petikernas domestik (antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan sebagai 
berikut: 

a. Masa I Sampai dengan han ke-5 (likenakan tarif penumpukan dihitung per 
hari sebesar tanif dasar; 

b. Masa 11 Han ke-6 dan scterusrya dihitung per haninya sebagaimana 
tercantum dalam Lampirait 3 Peraturan mi. 

Pasal 81 

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas yang berukuran kurang dan 20' (dua 

puluh feet) dikenakan berdasarkan benat/volume barang dengan satuan ton atau 

m3  (meter kubik). 

Pasal 82 

(1) Tarifjasa penumpukan sebagaimaru& dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan 
Pasal 81 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan mi. 
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(2) Satuan ukuran untuk jenis dan bararig yang dikenakan tarif pelayarian 
penumpukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan mi. 

Paragraf Kedua 
Jasa Bon;karfMuat 

Pas.-i.1 83 

(1) Kerja sama pcnyedia jasa pelayana 1 bongkarfmuat di Wilayah Kerja Kantor 
Pelabuhan Laut Badan Pengusahaart Batarn dapat dituangkan dalam kontrak 
kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Permohonan kegiatan bongkar/mut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan menggunakan Formulir 1.B, dengan melampirkan persyaratan 
sebagai berikut: 

a. Pernyataan Umum Kapal (PIJK)' Laporan Kedatangan Kapal (LKK); 

b. Surat penunjukan pelaksana-m borigkar/muat dari pemilik barang 
(kontrak kerja bongkar/muat-sevedoring); 

C. Copy Bill Of Loading; 

d. Copy Manifest; 

e. Jumlah dan jenis muatan, una.k penentuan peralatan bongkar/muat; 

f. Jumlah buruh yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang ditentukan 
(sesuai produktifitas bongkar/rnuat); dan 

g. Kesiapan angkutan darat/jumlah truk yang disiapkan untuk 
pelaksanaan angkutan darat kc gudang penerimaan. 

(3) Persyaratan tambahan sebagai berikut: 

a. Bila muatan termasuk barang berbahaya, Perusahaan Bongkar/Muat 
hams mengajukan permohonan izin bongkar/muat barang bcrbahaya 
kepada Syahbandar; 

b. Bila muatan tcrmasuk untuk lujuan ckspor, Perusahaan Bongkar/Muat 
hams melampirkan Shippir g Order/Shipping Instruction dengan 
menyebutkan pelabuhan tujuan. 

Pasal 84 

(1) Perusahaan Bongkar/Muat harus melaksanakan kegiatan bongkar/muat 
secara ter-us menerus tanpa jeda sainpai dengan selesai (24 (dua pulub empat) 
jam). 

(2) Perusahaan pelayaran diberi waktu 2 (dua) jam setelah kegiatan 
bongkar/muat selesai untuk pcnyelesaian administrasi dan kesiapan 
keberangkatan kapal. 

(3) Apabila kapal masih mcnunggu muatan balik, maka kapal diberikan tenggang 
waktu paling lama 4 (empat) jam. 
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(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kapal tidak siap, 
maka kapal harus keluar untuk ]ego jangkar. 

Pasal 85 

(1) Dcrmaga bukan scbagai tempat peniimpukan barang/muatan. 

(2) Perusahaan Bongkar/ Muat harus mengajukan secara tertulis permohonan 
area pembongkaran muatan sementara. 

(3) Kantor Pelabuhan Laut memberikan iziri penggunaan area pembongkaran 
muatan sebagaimana dimaksud pac a ayat (2) untuk paling lama 3 (tiga) jam, 
dan setelah itu barang/muatan h rus dibawa ke lokasi penumpukan atau 
lokasi pemilik. 

Pas at 86 

(1) Barang yang dibongkar clan dimuat antar kapal atau antara kapal dengan alat 
apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DLKr dan DLKp perairan 
Pelabuhan dipungut biaya alih nuataxi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 3 Peraturan mi. 

(2) Barang yang dimuat melalui dermaa ke kapal/tongkang yang bersandar pada 
kapal/tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya di 
Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat scbagaimana 
tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

(3) Barang yang dimuat atau dibongkar rnclalui dcrmaga ke maupun dan 
kapal/tongkang di Tersus/TUKS, dikenakan tarif pelayanan jasa 
bongkan/muat sebagai berikut: 

a. Untuk barang milik sendini, yang digunakan dalam rangka menunjang 
industninya, serta dibuktikan dengan dokumen manifest, dibebaskan dan 
pelayanan jasa bongkan/muat. 

b. Untuk barang milik pihak ketiga, dikenakan tanif sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran 3 Peraturan in. 

(4) Barang yang sifatnya mengganggu/rnerusak fasilitas dermaga dan fasilitas 
lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 

Peraturan mi dikenakan tarif pelayanan bongkan/muat sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

(5) Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) dikenakan tanif 

sebagaimaria tercantum dalani Lampiran 3 Peraturan mi. 
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Pasal 87 

Paling lambat 2 (dua) jam setelab kapal bcrsandar, Perusahaan 
Bongkar/ Muat/ EMKL hams segera melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya. 

Pasal 88 

Perusahaan Bongkar/ Muat yang mengoperasikan Crane diwajibkan memakai alas 
kaki dengan ukuran sebagai berikut: 

Tebal 	: 5 cm (lima sentimeter) 

Lebar 	: 2 x 40 cm (dua kali empat puluh sentimeter) 

Panjang 100 cm (seratus sentimeter) 

Pasal 89 

Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL dapat mclakukan penumpukan stuffing 

dan/atau unstuffing kontainer di gudang CFS. 

Pasal 90 

(1) Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL dalam mclaksanakan kegiatan hams 
sesuai dengan standar produki ifitas yang telah ditetapkan di Pelabuhan 

Batam. 

(2) Standar produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Kepala Kantor Pelabuhan Laut. 

Pasal 91 

(1) Perusahaan l3ongkar/Muat haru; menyediakan alat bantu pengarnan 
bongkar/muat seperti jala-jala di lambung kapal untuk kegiatan 

bongkar/muat barang jenis bag cago (karung) seperti beras dan semen non- 

pallet. 

(2) Dalam melaksanakan kegiatan Son ;kar/ Muat di Pelabuhari hams memenuhi 
standar Keselamatan clan Kesehatan Kerja (1(3). 

(3) Bagi Perusahaan Bongkar/Muat yang lalai/ tidak memenuhi kefentuan 1(3 akan 
dikenakan sanksi tidak boleh mclanjutkart kegiatannya sampal ketentuan 1(3 
terpenuhi dibuktikan dengan konfirmasi dari pejabat Kantor Pelabuhan yang 

bertanggungjawab mengenai masalah 1(3. 
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Pwa1 92 

(1) Petugas pengawas bongkar/mua: dari Perusahaan Bongkar/Muat dan 
wakilnya harus secara terus meiterus berada di daerah kcrjanya untuk 
memantau kegiatan bongkar/mLat dan bcrkoordinasi dengan petugas 
Pelabuhan Laut bila terjadi hambatn. 

(2) Petugas pengawas bongkar/muat dari Perusahaan Bongkan/Muat wajib 
inenyerahkan Time shift kepada Pctugas Pengawas Bongkar/Muat dari Kantor 
Pclabuhan. 

Pasal 93 

Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL dilarang mcnempatkan chassis atau chassis 
bermuatan di areal pelabuhan. 

Pasal 94 

Perusahaan pelayanan pelabuhan yang menyebabkan kcrusakan instalasi di 
daerah keija pelabuhan dikenakan sanksi scnilai biaya yang timbul atas 
kerusakan tersebut. 

Pasal 95 

Tarif jasa bongkar/muat sebagaimana •limaksud dalam Pasal 99 sampai dengan 
Pasal 110 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan mi. 

Paragraf Ketiga 
Jasa Petikemas 

Pa;a1 96 

Tarif paket pelayanan bongkar/muat petikernas dengan status F'CL sudah 
termasuk pelayanan dermaga, dikenakari atas rangkaian kegiatan: 

a. Membongkar petikemas isi atm kosong dari kapal, mengangkut, 
menurunkan langsung dan mcnyusun di lapangan penumpukan Terminal 
Petikemas; 

b. Mengangkat petikemas isi atau kosong dari lapangan penumpukan Terminal 
Petikemas, mengangkut dan memuat ke kapal. 
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Pasal 97 

Tarif paket pclayanan bongkar/mua. pctikcrnas dengan status LCL tidak 
termasuk pelayanan dermaga, dikcnakar atas rangkaian kegiatan: 

a. Mernbongkar petikemas isi dari kapal, mcngangkut, menurunkan langsung 
dan menyusun di mengeluarkan harang dari dalam petikemas kosong ke 
lapangan penumpukan Terminal Petikemas; 

b. Memindahkan petikemas kosong dari lapangan penumpukan ke CFS, 
memindahkan dan menyusun barang dalam petikemas serta 
memindahkannya ke lapangan penumpukan Terminal Petikemas, clan 
selanjutnya mengangkat dan mergangkut petikemas tersebut ke dermaga 
serta memuat ke kapal. 

Pasal 98 

Pembongkaran atau pemuatan pctikerrtas kosong dikenakan tarif sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 3 Peraturari mi. 

PaaI 99 

Tarif petikemas ukuran diatas 40' (empat puluh feet), dikenakan tambahan tarif 

sebagaimana tencantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

Pasal 100 

Petikemas yang tidak melengkapi status FCL atau LCL, ditetapkan sebagai status 
FCL dan berlaku ketentuan sebagaimanc. dimaksud dalam Pasal 96. 

Pasal 101 

(1) Perubahan status dari FCL menjadi LCL dikenakan tarif FCLI ditambah selisih 
antana tarif LCL dan tanif FCL, serta ditambah tanif gerakan ekstra. 

(2) Perubahan status dari LCL merjadi FCL dikenakan tarif LCL, apabila 
petikemas yang dibongkar dan kapal tclah ditempatkan di lapangan 
penumpukan petikemas ditambab tarif gerakan ekstra. 

(3) Tanif perubahan status sebagaintana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
dibebankan kepada pihak yang mergajukan perubahan. 
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Pasal  102 

Tarif uncontainerized cargo dikenakan at is pelayanan pekerjaan mcmbongkar atau 
memuat barang yang hanya dapat dikerjakan dengan tambahan alat khusus, yang 
dibedakan menurut beratnya, yaitu: 

a. Berat kotor sampai dengan 20 (dua ouluh) ton; 

b. Bcrat kotor diatas 20 (dua puluh) tcn sampai dengan 35 (tiga puluh lima) ton; 
dan 

C. 	Berat kotor diatas 35 (tiga puluh lirna) ton. 

Pasal 103 

Tarif uncontairterized cargo dengan berat kotor di atas 35 (tiga puluh lima) 
ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c, dikenakan tarif terscndiri 
yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal 
Petikemas dengan pengguna layanan yang bcrsangkutan. 

Pasal 104 

Pelayanan petikemas alih kapal (trcmshipmertt) adalah kegiatan mcmbongkar 
petikemas alih kapal dari kapal pcngangkut pertama, disusun dan ditumpuk 
dilapangan penumpukan dan mcngapaikannya ke kapal pengangkut ke-2 (dua), 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kegiatan membongkar dan memuat petikemas alih kapal tersebut 
dilaksanakan di Terminal Petikemas yang sama; 

b. Petikemas alih kapal tcrscbut harus dilaporkan secara tertulis paling lambat 
24 (dua puhth empat) jam seb&um ka.pal pengangkut pertama sandar 
dengan menyebutkan kapal pengangkut ke-2 (dua). 

Pasal 105 

Tarif pelayariari petikemas alih kapat (transhipment) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 104, dikenakan 2 (dua) kali tarif dasar, yaitu untuk pelayanan 
membongkar dan muat petikemas alih kapal. 

Pasal 106 

Kegiatan pelayanan petikemas alih kapal (transhipment) yang dibongkar dan 

dimuat di Terminal Petikemas yang tidak sama, maka ketentuan pelayanan dan 
besaran tarifnya diatur berdasarkan kesepakatan antar pengelola Terminal 

Petikemas. 
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Pasal 107 

Tarif pelayanan shifting petikemas, dikenakan atas pekerjaan memindahkan 
petikemas dari satu tempat ke tempat lain dalam petak kapal yang sama atau ke 
petak kapal yang lain dalam kapal fang sama ke dermaga dan kemudian 
menempatkan kembali ke kapal yang Santa. 

Pasal 108 

Dalam hal texjadi shifting petikemas sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 107, 
tetapi dilakukan dengan landing ke lap2Lngan penumpukan petikemas, dikenakan 
tarif sebagairnana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

Pasal 109 

Tarif pelayanan membuka dan menutup palka, dikenakan terhadap kegiatan 
membuka clan menutup palka baik landing atau tanpa landing di dermaga. 

Pasal 110 

Barang dan/atau Petikemas yang diliongkar/dimuat dari maupun ke kapal 
petikemas, kapal konvensional, tongkartg dan jenis angkutan laut lainnya pada 
Terminal Petikemas, diberlakukan tatif pelayanan bongkar muat petikemas 

dan/atau barang. 

Pasal 111 

(1) Pclayanan bongkar/muat pada Trmina] Umum diusahakan dan dikelola 
oleh Kantor Pelabuhan Laut, clan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan oleh 
perusahaan bongkar/muat yang memenuhi standar Keselamatan dan 
Kcsehatan Keija (K3). 

(2) Pelayanan bongkar/muat sebagairiana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 
imbalan layanan bongkar/muat sebagairnana tercantum dalam Lampiran 3 

Peraturan mi. 

Pasal 112 

Tanif pelayanan gerakan ekstra pctikcmas, dikenakan untuk setiap gerakan 
petikemas atas permintaan perusahaan angkutan laut atau pemilik barang dan 
menjadi beban yang bersangkutan. 
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Pasal 113 

Tarif pelayanan lift on/lift off petikemas. dikenakan atas pelayanan mengangkat 
petikeinas dengan kegiatan sebagai berikin: 

a. Dari tempat pcnumpukan ke atas ci assis penerima petikemas; atau 

b. Dari chassis terminal petikemas ke chassis pctikemas; atau 

C. Dari chassis penginim petikemas ke :empat penumpukan. 

Pasal 114 

(1) Petikemas yang sudah masuk di Terminal Petikemas yang dibatalkan 
pemuatannya ke kapal yang telab d.tentukan sebelumnya atau ditanik ke luar 
dari Terminal Petikemas, dikenakan iarif pembatalan muat petikemas. 

(2) Petikemas yang telah dimuat ke kapal kemudian dibatalkan, dikenakan 
tarif pelayanan pemuatan dan pemhongkaran petikemas FCL/LCL 
ditambah tanif pembatalan muat petikernas dan tarif shifting bila terjadi 
shifting di atas kapal. 

(3) Pengeluaran petikemas pembataan muat dan Terminal Petikemas, dikenakan 
tambahan tanif lift on petikemas paca saat penyerahan. 

Pasal 115 

(1) Dalam hal tarif jasa barang berupa barang curab, kemasan dan petikemas 
tidak diatur dalam Pcraturan mi, maka berpedoman kepada kontrak kerja 
sama antara Badan Pengusahaan Batam dengan Badan Usaha Pelabuhan 
yang disepakati dengan Pengguna Jasa. 

(2) Tarif jasa barang berupa barang curah, kemasan dan petikemas tercantum 

dalam Lampinan 1 Peraturan mi. 

Pasal 116 

Tanif jasa petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sarnpai dengan Pasal 
115 tercantum dalam Lampiran 1 Peratuan mi. 

Bagian Ketiga 
Tarif Layanan Penumpang 

Pasal 117 

Tanif layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri 

dan: 

a. Pass Penumpang (Seaport Tax) Domestik; dan 

b. Pass Penumpang (Seaport Tax) Inter iasionall. 
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 Pass! 118 

Tarif layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan mi. 

BAB IV 
PELAKSANAAN TART LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA 

Bagian Kesatu 
Tarif Layanan Alat 

Pasd 119 

Kerja sama pcnycdia jasa sewa alat mcicanik di Wilayah Kerja Kantor Pelabuhan 
Laut Badan Pengusahaan Batam dapsi dituangkan dalam kontrak kcrja sama 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 120 

(1) Untuk kegiatan di Depo Penumpukan serta Oudang yang memerlukan jasa 
mekanik serta alat bantu bongkar muat disediakan fasilitas sewa alat dan 

mekanik. 

(2) Scwa alat-alat mekanik bongkat/ rrn at dan alat bantu bongkar/muat dihitung 
dengari satuan per jam. 

(3) Jam pcmakaian sewa alat-alat mekanik hongkar/rnuat terhitung mulai jam 
pemberangkatan alat-alat dari tem2at penyimpanan, s&ama penggunaan di 
tempat pekerjaan sampai jam kcmbali ke tempat penyimpanan. 

(4) Scwa pemakaian alat-alat mekanik bongkar/muat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) jam ditambab dengan waktu perjalanan 
pergi dan pulang dari atau ke tempat penyimpanan. 

Pasal 121 

(1) Tarif sewa alat-alat mekariik yang tercantum dalam Peraturan mi merupakan 

pedoman untuk penctapan tarif yang disepakati bersama antara penyedia 
layanan alat-alat mekanik bongkar/muat dengan pemakai layanan. 

(3) Dalam hal jenis alat mckanik tidak Icreanturn dalam Lampiran 2 Peraturan mi 
maka tarif bcrdasarkan kontrak kerja sama antara Badan Pengusahaan 
Batam dengan penyedia layanan. 
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Pasal 122 

Pcnycdia Iayanan bongkar/muat yang tidak mcngoperasikan alat-alat mekanik 
miliknya dan alat-alat tersebut berada di dalani daerah pelabuhan, dikenakan tarif 
pelayanan penumpukan dengan perhiturgan 250% dari tarifdasar. 

Pasal 123 

(1) Waktu sewa alat-alat mekanik bonkar/muat dan alat bantu bongkar/muat 
milik Kantor Pelabuhan Laut paling sedikit 4 (empat) jam. 

(2) Apabila sewa lebih dan 4 (ernat) jam untuk selanjutnya dilakukan 
pembulatan sebagai berikut: 

a. Kurang dan 1/2  (setengah) jam menjadi ½ (setengah) jam; 

b. Lebih dan ½ (setengah) jam sarnpai 1 (satu) jam menjadi 1 (satu) jam. 

Pasal 124 

Tarif layanan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 
123 adalah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran 2 Peraturan mi. 

Bagian Kedua 
Tarif Layanan Sewa Rak/Arca Pelahuhan Untuk Jalur Pipa 

Pasal 125 

Tanif layanan sewa talc/area pelabuhan untuk jalur pipa adalah sebagaimana 

tercantum daiam Lampiran 2 Peraturan mi. 

Bagia Kctiga 
Tarif Layanan Penggunaan Chassis 

Pasal 126 

Kegiatan bongkar/muat petikemas di at-as chassis dari dan ke luar negeri dengan 

sistem Roll On-Roll Off yang diangku. kapal dilengkapi rarnpcloor, dikenakan 

pelayanan chassis fee. 

Pasal 127 

Barang yang berada di atas truk danfatau chassis yang diangkut dengan kapal 

Ro-Ro dikenakan tarif pelayanan dermag;t. 
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PasE,1 128 

Tarif Iayanan penggunaan chassis sebagimana dimaksud dalam Pasal 126 sarnpai 
dengan Pasal 127 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan mi. 

Bagian Keempat 
Tan! Man 

Pasal 129 

Tarif Man adalah sebagaimana tercanturn d&arn Lampiran 2 Peraturan mi. 

Bagiar Kelima 
Tarif Layanan Pass Pelabuhan unl.uk Orang dan Kendaraan 

Pasal 130 

Layanan pass pelabuhan untuk orang dan kcndaraan terdiri dan: 

a. Pass masuk 1 (sam) han; 

b. Pass masuk untuk waktu 2 (dua) sainpai dengan 14 (empat belas) han; 

C. Pass masuk pelabuhan tahunan; 

d. Registrasi kartu pass masuk pelabuhan tahunan; dan 

e. Parkir/tempat tunggu kendaraan be-motor 

Pasztl 131 

Tarif Iayanan pass pelabuhan untuk ora -ig dan kendaraan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 130 tercantum dalam Lampi:'an 2 Peraturan mi. 

Bagian Keenam 
Tarif Layanan Sewa Tana n, Ruangan dan Bangunan 

Pasul 132 

Badan usaha atau orarig perorangan 'rang berminat menyewa tanab, ruangan 
atau bangunan di Iingkungan Pelabuhan Batam wajib mengajukan permohonan 
penggunaan tanah, ruangan atau banunan kepada Kepala Kantor Pelabuhan 

Laut. 
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Pasal 133 

(1) Permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 132 melampirkan dokumen antara lain: 

a. Surat permohonan; 

b. Copy Kartu Identitas; 

C. Copy Nomor Pokok Wajib Pajaic; 

d. Copy Keterangan domisili; dan 

C. Akte Pendirian Perusahaan. 

(2) Penggunaan tanah, ruangan atan bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peijanjian sewa menyewa. 

Pasal 134 

Tarif sewa tanah di Pelabuhan Batam memperhatikan: 

a. Harga dasar tanah, ditctapkan oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku; 

b. Wilayah pelabuhan adalah scluxuh wilayah (letak obyek pajak) yang 
termasuk dalam lingkungan keija Pelabuhan Batam. 

Pasnl 135 

Tarif pengguna bagian-bagian lahan (larat per rn 2  (meter persegi) per tahun 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Tar-if sewa tanah sebesar 30% (l.iga puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) yang berlaku; 

b. Besaran NJOP akan ditinjau setiap tahun s&ama masa peijanjian sewa-
menyewa tanah. 

Pasal 136 

Tarif sewa tanah, ruangan dan banguna:i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 
sampai dengan Pasal 135 tercantum dalam Lam piran 2 Peraturan mi. 
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Bagian Ketujuh 
Tarif Sarana dan Prasarana 

Pa-,al 137 

Tarif sarana dan prasat-ana terdiri dan: 

a. Tarif layanan air bersih; clan 

b. Tarif listrik. 

Paragraf Kesatu 
Tarif Layan.an Air Bersih 

Pasal 138 

Tata cara pelaksanaan pclayanan air bersih oleb pihak swasta ke kapal-kapal 
yang melakukan pengambilan air di DLKr dan DLKp Pelabuhan Batam adaiah 
sebagai berikut: 

a. Perusahaan/agen pelayaran mengajukan permohonan kepada petugas 
Pelabuhan Batam mengenai keperlitan air bersih bagi kapalnya yang sedang 
benlabuh atau melakukan kegiatan di daerah lingkungan perairan Batam; 

b. Perusahaan swasta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kantor 
Pelabuhan Laut sebelum me1aksnakan pengiriman/pengisian air untuk 
kapal-kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

C. Kantor Pelabuhan Laut tidak akan tnclayani pengisian air bcrsih di pelabuhan 
bagi perusahaan/agen pelayaran maupun perusahaan swasta yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana climaksud pada huruf a dan huruf b; 

d. Perusahaan swasta yang mempunyai sumber air bersih sendiri, dalam 
melaksanakan penginiman/pcngisan air hersih Ice kapal-kapal hams 
dilengkapi dengan dokumen pe.r.dukung yang ditcrbitkan olch Kantor 
Kesehatan Pelabuhan yang menyatalcan mutu dan kualitas air tersebut bersih; 

e. Permintaan pelayanan air bers h di dermaga dilaksanakan dengan 
ketentuan permintaan paling scdikii. 5 m 3  (lima meter kubik); 

f. Pembatalan permohonan pelayanar air hersih tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dikenakan tagihan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total 
permohonan, kecuali untuk pelayanan air dengan kapal supply dikenakan 

tagihan sebesar 100% (seratus person) dan total permohonan; 

g. Semua penusahaan yang akan mciiyediakan jasa pelayanan air wajib untuk 
terdaftar dan mengikat diri melalui perjanjian kexja sama dengan Badan 
Pengusahaan Batam, pembagian kcuntungan akan diatur didalam perjanjian 

keija sama. 
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Tarif pelayanan air bersih untuk usal a di pelabuhan, dikenakan daiam mata 
uang Rupiah (OR). 

Pasal 140 

Pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang 
berlaku dari perusahaan penyedia air bcrsih, ditatnbah biaya pelayanan 20% 
(dua puluh perscn). 

Pasal 141 

(1) Tarif Pelayanan air bersih untuk kapal pelayaran dalam negeri dan umum 
ditetapkan berdasarkan ketentuari yang berlaku ditambab biaya pelayanan 
sebesar 20% (dua pulub persen). 

(2) Tarif pelayanan air bcrsih untuk kapal pelayaran luar negeri ditctapkan 
sebesar Rp.80.000,-/m 3/ton ditarnbah biaya pelayanan sebesar 20% (dua 
puluh persen). 

Pasal 142 

Tarif layanan air bersih sebagaimana d.maksud dalam Pasal 139 sampai dengan 
Pasai 141 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan mi. 

Paragraf Kcdua 
Tarif Listrik clan Kebersihan 

Pasal 143 

Tarif pelayanan listrilc untuk usaha di pelabuhan, dikenakari dalam mata 
uang Rupiah (IDR). 

Pasal 144 

Pelayanan listrilc untuk usa.ha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang 
berlaku dari perusahaan penyedia list -ik, ditambah biaya pelayanan 20% (dua 
puluh persen). 

Pasal 145 

(1) Pengelolaan kebersihan di areal 'lerminal Umum dapat dilaksanakan oleh 
pihak ketiga melalui mekanisme lelang. 

(2) Persyaratan dan ketentuan lelar g pengelolaan kebersihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut. 
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Pasal 146 

Tarif jasa penggunaan listrik sebagairiiana dimaksud dalarn Pasal 143 sampai 
dengan Pasal 145 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan mi. 

BAB V 
JASA OPERASIONAL LAINNYA 

Pasal 147 

Pengenaan biaya jasa operasional laya'rnn lainnya sesuai dengan nilai biaya nil 
yang timbul. 

1MB VI 
TARIF KHUSUS 

Pasal 148 

Tarif khusus layanan kepelabuhanan clan laynnan terkait kepelabuhanan lainnya 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan mi. 

PENAGIHAN DAN PENYETORAN 

Pasal 149 

(1) Setelah menerima rincian rencan.i kegiatan dari Pet.ugas Pusat Pelayanan 
Administrasi Terpadu (PPAT) clan estimasi biaya yang telah dihitung oleh 
sistem, Pengguna Jasa hams menytorkan dana sebagai Deposit sebesar 100% 
dari nilai estimasi biaya. 

(2) Deposit sebagaimana dimaksud pida ayat (1) disetorkan pada pihak Bank 
yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa dcngan menggunakan rekening atas nama 

Pengguna Jasa. 

(3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa 
menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayal (3) diblokir oleh pihak Bank sampai 
dengan tcrbitnya perintah bayar da -i Penyedia Jasa. 
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BAB VIII 
DENDA 

Paso] 150 

(1) Keterlambatan permintaan pandu sehagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (1) untuk ja.ngka waktu lebih ctari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa 
denda dengan perhitungan 20% (du;3 puluh persen) dari tarif dasar. 

(2) Keterlambatan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk jangka waktu lebih dan 2 (dua) jam 
dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 10% (scpuluh persen) dan 
tarif dasar. 

Pasal 151 

(1) Kapal wajib pandu harts melakukan gerakan tepat sejak petugds pandu naik 
di atas kapal. 

(2) Ketenlambatan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka 
waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam 
dikenaican sanksi berupa denda dengan perhitungani 10 1/o (sepuluh persen) 
dari tanif dasar. 

(3) Kctcrlambatan gerakan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) untuk jangka 
waktu lebih dan 1 (satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan 
perhitungan 100% (senatus persen) dari tarifdasar. 

Pascal 152 

}Capal wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang masuk ke atau 
keluar dari dan/atau melakukan gcra)can tersendiri di daerah penairan wajib 
pandu tanpa izin dad pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tanif 
pelayanan pemanduan sebesan 200% (dun ratus persen) dari tanif dasar. 

Pasai 153 

KapaI wajib Tunda yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan genakan 
tersendini di daerah perainan wajib Turida tanpa izin dari pejabat yang benvenang, 
dikenakan tambahan tarif pelayanan penundaan sebesar 200 1/o (dua natus persen) 

da.ri tanifdasar paling sedikit 1 (satu) jam 
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Pasal 154 

(1) Apabila perusahaan/agen pelayarai -i tidak mengajukan perpanjangan waktu 
tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), akan dikenakan 
sanksi berupa denda dengan perhitungan 200% (dua ratus persen) dari tanif 
dasar. 

(2) Keterlambatan pengajuan pembataan atau perubahan waktu/posisi tambat 
dan pembatalan atau perubahan waktu tambat tanpa pemberitahuan tertulis, 
perusahaan/agen pelayaran dikenakan sanksi sebesar ½ (setengah) etmal dan 
tarif dasar. 

(3) Keterlambatan pengajuan perpanjarigan waktu tambat dan perubahan posisi 
tambat, perusahaan/agen pelayaran dikenakan tambahan tarif pelayanan 
100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku atas kelebihan waktu dan atau 
perubahan posisi. 

Pasal 155 

Kecuali kapal regular/liner, kapal yang datang dan bcrangkat tanpa 
menyelesaikan admin istrasi nota tagihan pelayanan kepelabuhanan akan 
dikenakan sanksi berupa denda 100% (sc ratus persen) dari seluruh etmal ditambah 
sanksi administrasi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kapal 
pelayaran dalam negeri atau Rp 13.000 000,- (tiga belas juta rupiah) untuk kapal 
pelayaran luar negeni. 

Pasal 156 

Pelanggaran terhadap ketcntuan sebagamana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) 
dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah) per jam. 

Pasal 157 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 87 dikenakan 
sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) 1 (satu) jam 

ketenlambatan. 

Pasal 158 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 88 dikenakan 
sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.00C.000,- (Dua juta rupiah) per pelanggaran 

dan kegiatan dihentikan. 

Pasal 159 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan 
sanksi benipa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) per kontainer. 
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Pasal 160 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) 
dikenakan sanksi berupa denda tambahan tarif pclayanan bongkar/muat sebesar 
200% (dua ratus persen) dari tanif dasar. 

Pasal 161 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, 
dikenakan pengenaan biaya pemindahan yang dilakukan olch Pelabuhan Laut clan 
denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) per unit. 

Pasal 162 

Perusahaan Bongkar/ Muat/ EMKL yang ncnycbabkan tumpahnya minyak dari alat 
bongkan/muat di atas dermaga dikcnakan sanksi berupa denda sebesar 
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per in 2  (meter persegi) per kejadian dan wajib 

bertanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga. 

Pasal 163 

Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL yang melaksanakan keija bongkar muat atau 
pcngangkutan barang tanpa izin tertulis dikenakan sanksi berupa denda sebesar 
Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) per alat bongkar/muat. 

Pasal 164 

Perusahaan Bongkar/ Muat dan EMEL yang melakukan kegiatan landing 

menggunakan rampdoor tongkang di dermaga tanpa izin dikenakan sanksi bcrupa 

denda sebesar Rpl.000.000,- (satujuta rupiah). 

BABIX 
PELAPORAN 

Pa&.1 165 

Kepala Kantor Pelabuhan Laut wajib rnelaporkan seluruh penenimaan dan 
pendapatan untuk setiap jenis layanan cepada Kcpala Badan Pengusahan Batam 
cq. Deputi terkait paling lambat tanggal 5 (lima) bulan benikutnya. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 166 

Pada saat Peraturan mi berlaku, seluruh kontrak/peijanjian/faktur yang telab 

diterbitkan sebelum Peraturan mi berlaku dilaksanakan dan diproses 

menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan mi. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasil 167 

Pada saat Peraturan mi mulai berlaki.t, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dun Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan 
Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batatn dicabut dan dinyatakan tidak ber]aku. 

Pasal 168 

Peraturan mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Batam 
pada tanggal ig Oktober 2018 

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, 

ttcl. 

LUKITA DJNARSYAH TUWO 
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Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
Nomor :11 Tahun20]3 
Tanggal 19 ()ktober 2018 

JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN 
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 

DAN PELABUH.AN BEBAS BATAM 

NO 
	

JENIS LAYANAN 
	

SATUAN I TARIF LAYANAN I KET. 

A. LAYANAN KEPELABUHANAN 

1. LAYANAN KAPAL 

1) Jasa Labuh Kanal 

a. Dalam Negeri 

a) Kapal Niaga 

b) Kapal bukan Niaga 

c) Kapal Pelayaran 
Rakyat/ Kapal 
Pelayaran Perintis 
Niaga 

d) Kapal Pelayaran 
Rakyat/ Kapal 
Pelayaran Perintis 
Bukan Niaga 

Luar Negeri 

a) Kapal Niaga 

b) Kapal bukan Niaga 

2) Jasa Tanibat Kapal 

a. Dalam Negeri 

ii 

per 01/ 	Rp. 
kunjungan 

per 01/ 	Rp. 
kunjungan 

perOT! 	Rp. 
kunjungan 

per UT! 	Rp. 
kunj ungart 

87,00 

43,00 

47,00 

23,00 

perGT/ 	Rp. 	1.452,00 
kunjungan 

perGl/ 	Rp. 	726,00 
kunjungan 

a) Dermaga (beton, 
besi, kayu) 

b) Breasting dolphin 
dan pelampung 

Luar Negeri 

a) Dermaga (beton, 
besi, kayu) 

b) Breasting dolphin 
dan pelampung 	-- 

per GT/ 	Rp. 	 80,00 
etmal 

per GT/ 	Rp. 	 54,00 
- etmal 

per 01/ 	Rp. 	1.320,00 
etmal 

per 
	 1.056,00 

etmal 
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NO. JENIS LAYANAN SATUAN TART IIAYANAN KET. 

C. 	Pelayaran 
Rakyat/ Pelayaran 
Perintis 

a) Dermaga (beton, per GT/ Rp. 	 60,00 
besi, kayu) etmal 

b) Breasting dolphin per 01/ Rp. 	 34,00 
dan_pelampung etmal 

3) 	Jasa Pemanduan Kapal  

a. 	Dalam Negeri 

a) TarifTetap per kapal/ Rp. 	104.000,00 
gerakan 

b) TarifVariabel per OT Rp. 	 29,00 
kapal/ 

gerakan 

- 

a) TarifTetap per kapal/ Rp. 	1.399.200,00 
gerakan 

b) TarifVariabel per OT Rp. 	488,00 
kapal/ 

gerakan 

4) 	Jasa Penundaan Kapal 

a. 	Dalam Negeri  

a) 	Kapal Angkutan 
Dalam Negeri di 
perairari wajib 
Pandu. ___-----  

(a) 	Kapal ukuran 
s/d 3.500 GT 

- 	 TarifTetap per kapal Rp. 	481.500,00 
yang 

ditunda/ 
jam 

- 

- 	 Tarif per CT Rp. 	 10,00 
Variabel kapal yang 

ditunda/ 
jam  
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NO. 	 JENISLAYANAN 

(b) Kapal ukuran 
3.501 s/d 8.000 
OT 

- TarifTetap 

- Tarif 
Variabel 

SATUA1' I TARIF LAYANAN I MET. 

	

per kapal Rp. 	750.000,00 
yang 

ditunda/ 
jam 

perGT 	Rp. 	 10,00 
kapal yang 
ditunda/ 

jam 

(c) Kapal ukuran 
8.001 s/d 
14.000 OT 

- 	 TarifTetap per kapal Rp. 	1.166.000,00 
yang 

ditunda/ 
jam 

- 	 Tarif per GT Rp. 	 10,00 
Variabel kapal yang 

ditunda/ 
jam 

(d) Kapal ukuran 
14.001 s/d 
18.000 GT 

- 	 TarifTetap per kapal Rp. 	1.577.500,00 
yang 

ditunda/ 
jam  

- 	 Tarif per GT Rp. 	 10,00 
Variabel kapal yang 

ditunda/ 
-....---- jam 

Kapal ukuran 
18.001 s/d 
26.000 cIT 

- 	 TarifTetap per kapal Rp. 	2.333.000,00 

- Tarif 
Variabel 

yang 
d itu n da / 

jam 

per cIT 	Rp. 	 10,00 
kapal yang 
ditunda/ 

jam 

(e) 
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NO. JENIS LAYANAN SATUAN TARIF LAYANAN KET. 

(1) 	Kapal ukuran  
26.001 s/d 
40.000 GT 

- 	TarifTetap per kapal Rp. 	2.660.500,00 - 
yang 

ditunda/ 
__ jam 

- 	Tarif perOT Rp. 	 10,00 
Variabel kapal yang 

ditunda/ 
jam 

(g) 	Kapal ukuran - 
40.001 s/d 
75.000 OT 

- 	TarifTetap per kapal Rp. 	3.0 18.500,00 
yang 

d 1W nda/ 
jam 

- 	Tarif per GT Rp. 	 10,00 
Variabel kapal yang 

ditunda/ 
jam 

(h) 	Kapal ukuran 
diatas 75.000 
GT 	 I  

Tar-if Tetap - per kapal Rp. 	3.616.500,00 
yang 

di tunda/ 
Jam 

- 	Tarif perOT Rp. 	 10,00 
Variabel kapal yang 

ditunda/ 
jam _ 

b) 	Kapal Angkutan 
Dalam Negeri di luar 
batas perairan waj lb 
pandu dan perairan 
pandu luar biasa. 

(a) 	Dalam keadaan 
menggandeng/ 
menu n da 

- 	Kapal tunda Per kapal Rp. 	940.000,00 
ukuran s/d tunda/jam 

___ 800PK 
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NO. JENIS LAYANAN SATUAN TARIF LAYANAN KET. 

- 	 Kapal tunda - Per kapal Rp. 	1.350.000,00 
ukuran 801 tunda/jam 
s/d 1.200 
PK 

- 	 Kapal tunda Per kapal Rp.1.940.000,00 
ukuran tunda/jam 
1.201 s/d 
2.200 PK 

- 	 Kapal tunda Per kapal Rp. 	2.530.000,00 
ukuran tunda/jam 
2.201 s/d 
3.500 PK 

- 	 Kapal tunda Per kapal Rp. 	3.340.000,00 
ukuran tunda/jam 
3.501 s/d 
5.000 PK 

(b) 	Dalam keadaan 
tidak menggan- 
deng/ menunda 
(kosong 

- 	 Kapal tunda Per kapal Rp. 	80 1.000,00 
ukuran s/d tunda/jam 
800 PK 

- 	 Kapal tunda Per kapal Rp. 	1.2 10.000,00 
ukuran 801 tunda/jam 
s/d 1.200 
PR 

- 	 ICapal tunda Per kapal Rp. 	1.470.000,00 
ukuran tunda/jam 
1.201 s/d 
2.200 PK  

- 	 Kapal tunda Per kapal Rp. 	2.250.000,00 
ukuran tunda/jam 
2.201 s/d 
3.500PK  

- 	 Kapal tunda Per kapal Rp. 	2,980.000,00 
ukuran I  tunda/jam 
3.501 s/d 
5.000 PR  
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NO. 	JENJS IJAYANAN 	 SATUAN 	TARIF LAYANAN 	KET. 

b. 	Luar Negeri   

a) 	Kapal Angkutan 
Luar Negeri di 
perairan wajib 

___ 	 Pandu. 

(a) 	Kapal ukuran 
s/d 3.500 01 

- 	TarifTetap 	per kapal 	Rp. 	2.996.400,00 
yang 

d itun da / 

jam 

- 	Tarif 	 per UT 	Rp. 	 120,00 
Variabel 	kapal yang 

ditunda/ 
j am 

(b) 	Kapal ukuran 
3.501 s/d 8.000 

GT 

- 	Tarif Tetap 	per kapal 	Rp. 	7.299.600,00 
yang 

ditunda/ 

___ 	 jam 

- 	Tarif 	 per OT 	Rp. 	 120,00 

Variabel 	kapal yang 
di tu n da / 

jam 
(c) 	Kapal ukuran 

8.001 s/d 
14.000 UT  

- 	TarifTetap 	per kapal 	Rp. 	11.101.200,00 

yang 

ditunda/ 

___ 	 jam  

- 	Tarif 	 per GI 	Rp. 	 120,00 

Variabcl 	kapal yang 
ditunda/  

jam  
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NO. JENIS LAYANAN SATUAN TARIF IJAYANAN KET. 

(d) Kapal ukuran  
14.001 s/d 
18.0000T 

- 	TarifTetap 	per kapal Rp. 	14.902.800,00 
yang 

ditunda/ 
jam 

- 	Tarif 	 per GT Rp. 
Variabel 	kapal yang 120,00 

ditunda/ 
jam 

(e) Kapal ukuran 
18.001 s/d 
26.000 01 

- 	TarifTetap 	per kapal Rp. 	22.849.200,00 
yang 

ditunda/ 
jam 

- 	Tarif 	 per UT Rp. 	120,00 
Variabel 	kapal yang 

ditunda/ 
___ 	 jam 

(1) 	Kapal ukuran 
26.001 s/d 
40.0000T 

- 	TarifTetap 	per kapal Rp. 	24.288.000,00 
yang 

ditunda/ 
jam 

-  Tarif 	 per GT Rp. 	120,00 
Variabel 	kapal yang 

ditunda/ 
jam 

(g) 	Kapal ukuran 
40.001 s/d 
75.000 01 _______ 

- 	Tarifletap 	per kapal Rp. 	25.568.400,00 
yang 

ditunda/ 
jam 

- 	Tarif 	 per GT Rp. 	120,00 
Variabel 	kapal yang 

di tunda / 
jam  



- 	 Tarif Tetap per kapal 
yang 

ditunda/ 
jam 

- 	 Tarif per GT 
Variabel kapal yang 

ditunda/ 
jam 

Kapal Angkutan 
Luar Negeri di luar . 

batas perairan wajib 
pandu dan perairan 
pandu luar biasa. 
(a) Dalam keadaan 

menggandeng/ 
menunda 
- 	 Kapal tunda Per kapal 

ukuran s/d tunda/jam 
800 PlC 

- 	 Kapal tunda Per kapal 
ukuran 801 tunda/jam 
s/d 1.200 
PM 

- 	 Kapal tunda Per kapal 
ukuran tunda/jam 
1.201 s/d 
2.200 PM 

- 	 Kapal tunda Per kapal 
ukuran tunda/jam 
2.201 s/d 
3.500 PM 

- 	 Kapal tunda Per kapal 
ukuran tunda/jam 
3.501 s/d 
5.000 PK 

(b) Dalam keadaan 
tidak menggan- 
deng/ menunda 
(kosong) 

b) 

Rp. 30.729.600,00 

fR. 	120,00 

Rp. 	2.48 1.600,00 

Rp. 	3.564.000,00 

Rp. 	5.121.600,00 

Rp. 	5.679.200,00 

Rp. 	8.8 17.600,00 
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NO. 
 [ 	

JENIS LAYANAN 	 SATUAN 	TARIF LAYANAN 	KET. 

(h) Kapal ukuran 
diatas 75.000 
GT: 

	

tunda 	Per kapal Rp. 	140 

	

ukuran s/d 	tunda/jam 
800PM 
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NO. I 	JENIS LAYANAN 	1  SATUAN I TARIF LAYANAN 

Kapal tunda 	Per kupal Rp 	3.194.400,00 
ukuran 801 	tunda/jam 
s/d 1.200 
PK 

Kapal tunda 	Per kapal Rp 	3.880.800,00 
ukuran 	tunda/jam 
1.201 s/d 
2.200 PK 

Kapal tunda 	Per kapal Rp 	5.940.000,00 
ukuran 	tunda/jam 
2.201 s/d 
3.500 P1< 
Kapaltunda 	Per kapal Rp 	76700,00 
ukuran 	tunda/jam 
3.501 s/d 

.. 

5.000 P1< 

MET. 

5) Jasa Kepil 

a. Kapal berbendera 
Indonesia 

a) Panjang kapal s/d 
50 meter 

(a) Sandar 

(b) Lepas 

(c) Shifting 

b) 	Panjangkapal5l 
s/d 100 meter 

(a) Sandar 

(b) Lepas 

(c) Shifting 

c) Panjangkapal 101 
s/d 150 meter 

(a) Sandar 

Per jenis 	Rp. 	100.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	60.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	100.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	150.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	100.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	150.000,00 
kapal 

- Per jenis 	Rp. 	250.000,00 
kapa] 



Per jertis 	Rp. 	300.000,00 
kapal  

Per jenis 	Rp. 	250.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	300.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	500.000,00 
ka pal 

Per jenis 	Rp. 	300.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	500.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	150.000,00 
kapal 

Per jenis 	Rp. 	60.000,00 
kapal  

Per jenis 	Rp. 	100.000,00 
kapal 

Per jenis 
kapal 

Per jenis 
kapal 

Per jenis 
kapal 

Rp. 	200.000,00 

Rp. 	100.000,00 

Rp. 	150.000,00 
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NO. JENISLAYANAN 

(b) Lepas 

(c) Shifting 

d) 	Panjangkapal 151 
s/d 200 meter 

(a) Sandar 

(b) Lepas 

(c) Shifting 

e) 	Panjang kapal 200 
meter keatas 

(a) Sandar 

(b) Lepas 

(c) Shifting 

b. 	Kapal berbendera Asing 

a) 	Panjang kapal s/d 
50 meter 

(a) Sandar 

(b) Lepas 

(c) Shifting 

b) 	Panjang kapal 51 
s/d 100 meter 

(a) Sandar 

(b) Lepas 

(c) Shifting 

	

SATUAN 	TARIF LAYANAN 	KET. 

	

- Per jenis 	Rp. 	150.000,00 
kapal 

	

Per jenis 	Rp. 	250.000,00 
kapal 



BADAN PENCUSAHAAN KAWASAN PERDA( .%NCAN REBAS DAN PELABUHAN BEBAS BAThM 
-:1- 

NO. JENIS LAYANAN SATUAN TAR!?' LAYANAN NET. 

c) 	Panjang kapal 101 
s/d 150 meter 

(a) Sandar Per jenis Rp. 	300.000,00 
kapal 

(b) Lepas Per jenis Rp. 	150.000,00 
kapal 

(c) Shifting Per jenis Rp. 	250.000,00 
kapal 

d) 	Panjangkapal 151 
s/d 200 meter 

(a) Sandar Per jenis Rp. 	350.000,00 
kapal 

(b) Lepas Per jenis Rp. 	250.000,00 
kapal 

(c) Shifting Per jenis Rp. 	300.000,00 
kapal 

e) 	Panjang kapal 200 
meter keatas 

(a) Sandar Per jenis Rp. 	550.000,00 
kapal 

(b) Lepas Per jenis Rp. 	300.000,00 
kapal 

(c) Shifting Per jenis Rp. 	500.000,00 
kapal 

6) 	Pelayanan Jasa Kapal Yacht 
dan Scjenisnya. 

a 	Tambatan (Be rt/ti rig Per Rp. 	25.000,00 
Rates) Dalam Negeri GTI Etmal 

ii 	Tambatan (Berthing Per Rp. 	66.000,00 
Rates) Luar Negeri GT/ Etmal 

2, LAYANAN BARANG 

1) 	Jasa Penumpukan 

a. 	Gudang Per ton atau Rp. 	950,00 
m3/hari  
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b. 	Lapangan Non Petikemas 	--    

a) Barang umum/ 	'er ton atau 	Rp. 	 550,00 	Dikena- 
curah/ pallet/ 	 m3/hari 	 kan 

unitisasi 	 tarif 
penum- 
pukan 
sesuai 
dengan 
tarif 
penum- 
pukan 
gudang 
yang 
berlaku 

b) Hewan (sapi, kerbau, 	Per ekor/ 	Rp. 	5.500,00 
kambing, babi, clan 	ban 

sejenisnya) 

C. 	Lapangan Petikemas 

a) 	Petikemas ukuran 
20 

(a) Kosong 	 Per box / 	Rp. 	7.750,00 
ban 

(b) Isi 	 Per box I 	Rp. 	16.500,00 

han  

(c) Overheight/ 	Per box I 	R . 	40.000,00 

ouerlength/ 	 han 

-. 	
.. 	 ove,width 

(d) Peti kemas 	 Per box / 	Rp. 	40.000,00 

reefer han 

b) 	Petikemas 
berukuran 40 

(a) Kosong 	 Per box / 	Rp. 	16.500,00 

han 

(b) Isi 	 [ 	Per box / 	Rp. 	34.000,00 

han 

(c) Overheight/ 	Per box / 	Rp. 	8 1.000,00 

ovcriength/ 	 han 

over-width 

(d) Peti kemas 	 Per box / 	Rp. 	81.000,00 

____ 	 reefer 	 han 
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2) Jasa Bongkar/ Muat  

a. Bongkar/Muat 

a) Dalam Negeri 

(a) Curah Kering 	Per ton 	Rp. 	3.000,00 
(lewat pipa) 

(b) Curah Cair Per ton Rp. 3.360,00 

(c) .Breakbulk via Per ton Rp. 11.700,00 
gudang 

(d) Breakbulk via Per Ton Rp. 11.700,00 
angkutan 
langsung 

b) 	Luar Negeri 

(a) Curah Kering Per ton Rp. 6.000,00 

__ 
(b) Curah Cair Per ton 

.......... 
Rp. 6.180,00 

(c) Breakbulk via Per ton Rp. 23.400,00 
gudang ___ 

(d) Breakbulk via Per ton Rp. 23.400,00 
angkutan 
langsung 

b. 	Lift On atau Lift Off 

a) 	Dalam Negeri 

(a) Petikemas isi Per boks Rp. 139.300,00 

(b) Petikemas Per boks Rp. 69.650,00 
kosong 

(c) Barang umum/ Per ton P. 10.550,00 
curah/ pallet/ 
unitisasi cargo 

Per Per Ion 	Rp. 	10.550,00 (d) 	Trucking free on 
truck 

b) 	Luar Negeri 

(a) Petikerrias isi 

(b) Petikemas 
kosong 

(c) Barang umum/ 
curah / pallet/ 
unitisasi cargo 

(d) Trucking free on 
4-.-& -..-I.- 

	

Per boks 	 2ôdj 

	

Per hoks 	Rp. 	104.475,00 

	

Per ion 	Rp. 	10.550,00 

Per ton 	Rp. 	 6766 . 
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C. 	Pembatalan Muat I 
a) Dalam Negeri 

..... Per boks Rp. 	71.500,00 

(b) 	Petikemas Per boks Rp 	35.750,00 
kosong 

b) Luar Negeri 

______ 	(a) 	Petikemas isi Per boks Rp. 	107.250,00  

(b) 	Petikemas Per boks Rp. 	53.950,00 
kosong 

d. 	Throughput Feel Bongkar 
Muat Cargo Curah 

a) Bongkar 

b) Muat 

Per MT 

Per MT 

Rp. 	1.750,00 

Rp. 	1.750,00 

3) 	Jasa Peti Kemas 

a. 	Peti Kemas FCL 

a) 	iikuran20' 

(a) Isi Per boks Rp. 	384.300,00  

(b) Kosong Per boks Rp. 	288.000,00 

b) 	Ukuran 40'  

(a) Isi Per boks Rp. 	576.000,00 

(b) Kosong Per boks Rp. 	432.350,00 

b. 	Peti Kemas LCL 

a) Ukuran 20' Per boks Rp. 	627.300,00 

b) Ukuran 40' Per boks Rp. 	936.000,00 

C. 	Peti Kemas Transhipment 

a) Ukuran 20' 

b) Ukuran 40' 

Per boks 

Per boks 

Rp. 	259.200,00 

Rp. 	430.875,00 

d. 	Shifting Peti Kemas 

a) 	Tanpa landing dan 
____ 	reshipping operation; 

(a) Ukuran 20' Per boks Rp. 	146.700,00 

(b) Ukuran 40' Per boks Rp. 	2 18.700,00 

b) 	Dengan landing dan 
reshipping operation.  

(a) Ukuran 20' Per boks Rp. 	555.300,00 

(b) Ukuran 40' Per boks Rp. 	832.500,00 
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e. 	Uncontaineited Cargo 	- -  

a) 	Uncontainerized 
cargo 

(a) 	Dibongkar 
keatas chassis/ 
trailer, atau 
dimuat dan 
chassis/trailer 
pengguna jasa. 

(1) Berat Kotor Per unit Rp. 	994.950,00 
s.d. 20 Ton 

(2) Berat Kotor Per unit Rp. 	1.493.775,00 
20 s.d. 40 
Ton 

(b) 	Shifting Peti 
Kern as 

(1) Tanpa 
landing & 
reshipping 
operation 

- 	 Berat Per unit Rp. 	994.950,00 
Kotor 
s.d. 20 
Ton 

- 	 Berat Per unit Rp. 	1.493.775,00 
Kotor 
20 s.d. 
40 Ton 

(2) Dengan 
landing & 
reshipping 
operation 

- 	 Berat Per unit Rp. 	1.481.400,00 
Kotor 
s.d. 20 
Ton ____ 

- 	 Berat Per unit Rp. 	2.222.100,00 
Kotor 
20 s.d. 
40 Ton 

b) 	Transhipment 

(a) 	Berat Kotor s.d. Per unit Rp. 	259.200,00 
20 Ton 
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(b) 	Berat Kotor 20 	-- 	Per unit. Rp. 	430.875,00 
s.d. 40 Ton 

c) 	Lift on/Liftoff 

(a) Berat Kotor s.d. 	Per unit Rp. 	91.000,00 
20 Ton 

(b) Berat Kotor 20 	Per unit Rp. 	136.000,00 
s.d. 40 Ton 

d) 	Penumpukan 
uncontainerized 
cargo 

(a) Berat Kotor s/d 	Per Rp. 	11.700,00 
20 Ton 	 unit/han 

(b) Berat Kotor 20 	Per Rp. 	23.400,00 
s/d 35 Ton 	unit/ han 

f. 	Peti Kemas Over Height/ 
Over Width/Over Length 

a) 	FCLI 

(a) Peti Kemas 20 	Per box 125% dari tarif butir 
4.e bagian a). 

(b) Peti Kemas 40' 	Per box 125% dari tarif butir 
4. e bagian a).  

b) 	LCL 

(a) Peti Kemas 2( 	Per box 125% dari tanif butir 
4.e bagian b). 

(b) Peti Kemas 40' 	Per box 125% dari tanif butir 
4.e bagian b). 

___ c) 	Transhipment ___ 

(a) Ukuran 20' 	Per box 125% dari tarif butir 
____ , 4.e bagian c). 

(b) Ukuran 40' 	Per box I  125% dari tarif butir 
4.e bagian c). 

Shzfting PetiKemas  
(a) 	Tanpa landing 

dan reshipping 
operation 

- 	 Peti Kemas 	Per box 125% dari tanif butir 
20' 4.e bagian d). 

- 	 Peti Kemas 	Per box 125% dari tanif butir 
40' 4.e bagian d). 
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(b) 	Dengan landing  
dan reshipping 
operation -- 	..- 

- 	 Peti Kemas Per box 125% dari tarif butir 
20 4.e bagian d). 

- 	 Peti Kemas Per box 125% dan tarif butir 
40' 4.e bagian d). 

g. 	Membuka clan Menutup 
Palka: 

a) Peti Kemas 20' Per palka Rp. 	281.000,00 

b) Pcti Kemas 40' Per palka Rp. 	28 1.000,00 

h. 	Gerakan Ekstra 

a) 	Yang dikenakan 
dengan Transtainer I 

atau Top Loader 
tanpa alat khusus/ 
sling 

(a) Peti Kemas 20' Per box Rp. 	2 14.950,00 

(b) Peti Kemas 40' Per box Rp. 	322.400,00 

b) 	Yang dikenakan 
dengan Transtainer 
atau Top Loader 
ditambah alat 
khusus/ sling 

(a) Pl Kernas 20 Per box Rp. 	348.250,00 

(b) Peti Kemas 40' Per box Rp. 	470.150,00 

i. 	Lift On atau Lift Off 

a) 	Peti Kemas 20' 

(a) Peti Kemas isi Per box Rp. 	68.250,00 

(b) Peti Kemas Per box Rp. 	34.125,00 
Kosong 

b) 	Peti Kemas 40' 

(a) Peti Kemas isi Per box Rp. 	136.500,00 

(b) Peti Kemas Per box Rp. 	68.250,00 
Kosong 
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3. LAYANAN PENUMPANG 

Pass Penumpang / Seaport Charge Belum 
termasuk 
asuransi 
wajib 
Jasa 

.. I 	..... ___ Rahja 

a. 	Domestik 

1) Wilayah Pulau Batam Per orang/ Rp. 	10.000,00 
1 x masuk 

2) Wilayah Rempang-Galang Per orang/ Rp. 	7.500,00 
1 x masuk 

b. 	Internasional j 	Per orang/ Rp. 	65.000,00 
1 x masuk 

KEPALA BADAN PENOUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, 

ad. 

LUKITA DINARSYAH TUWO 
sesuai dengan aslinya 

E 



Per jam Rp. 200.000,00 

Per jam Rp. 225.000,00 

Per jam Rp. 250.000,00 

Per jam Rp. 300.000,00 

Per jam Rp. 350.000,00 

Per jam Rp. 400.000,00 

Per jam Rp. 500.000,00 

Per jam Rp. 56.000,00 

Per jam Rp. 80.000,00 

Per jam Rp. 104.000,00 

Per jam Rp. 200.000,00 

Per jam Rp. 360.000,00 

Pcrjam  Rp. 

Per jam Rp. 100.500,00 

BADAN PENCCSAHAAN KAW%SAN PERUAGANC.\N HElMS DAN PF.LARUHAN BEBAS BATAM 

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
Nomor 11Tahun2018 
Tanggal 19 Oktober 2018 

JENIS DAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA 
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAQANGAN BEBAS 

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 

JENIS IJAYANAN 	 SATUAN 	TARIF LAYANAN I KET NO. 

A. LAYANAN TERKAIT 
KEPELABUHANAN LAINNYA 

Layanan Alat 

1) 	Sewa Aiat-Alat Mekanilc 
Lainnya 

a. 	Crane Darat (Mobile 
Crane) 

1. 	s.d20Ton -- 

2. 2l Ton s.d4OTon 

3. 4l Ton s.dôOTon 

4. 6l Ton s.dSOTon 

5. Sl Ton s.dlOOTon 

5. 	01 Ton s.d 130 Ton 

7. 	Lebih 130 Ton 

b. 	Forklift 

1. s.d2Ton 

2. Lebih dan 2 Ton s.d 
5 Ton 

3. Lebih dan 5 Ton s.d 
7 Ton 

4. Lebih dari 7 Ton s.d 
15 Ton 

5. Lebihdaril5 Ton s.d 
25 Ton 

C. 	Truck / Truck Trailer 

1. Kapasitas 3 Ton 
(Truck) 

2. Kapasitas 6 Ton 
(Truck) 



SATUAN TARIF LAYANAN KET 

Per jam Rp. 80.000,00 

Per jam Rp. 100.000,00 

Per jam Rp. 200.000,00 

Per jam Rp. 250.000,00 

Per jam Rp. 300.000,00 

Per jam Rp. 125.000,00 

Per jam Rp. 200.000,00 

Per jam Rp. 300.000,00 

Per m2/ tahun Rp. 	10.000,00 

Per m2 / tahun 	30 % x NJOP 	Untuk 
kontrak 
Iebih dan 
1 tahun, 
NUOP yang 
digunakan 
adaiah 
tahun 
penanda-
tangan 
kontrak. 

Per unit Rp. 	222.000,00 

Per unit Rp. 	444.000,00 

Per unit 50% dari Tarif butir 
2. Point 1) dan 2) 

Per m2/ butan Rp. 	80.000,00 

Per m2 / bulan Rp. 	60.000,00  

BADAN PENCUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 

NO. JENIS LAYANAN 

3. Kapasitas 3 Ton 
(Dumb Truck) 

4. Kapasitas 6 Ton 
(Dumb Truck) 

5. Kapasitas 10 Ton 
(Dumb Truck) 

6. Kapasitas 15 Ton 
(Dumb Truck) 

7. Kapasitas 30 Ton 
(Dumb Truck) 

d. Truck Crane Kapasitas 6 
Ton 

e. Top Loader 

f. Prime Mover Kapasitas 30 
Ton 

2. Sewa Rak/Area Pclabuhan untuk 
Jalur Pipa 

1) Sewa Penggunaan Rak Pipa 

2) Sewa Tana.h 

3. Penggunaan Chassis 

1) Ukuran 20 Isi 

2) Ukuran diatas 20 Isi 

3) Peti Kemas Kosong 

4. Scwa Tempat Ikian dan Promosi 

1) 	Sewa Tempat Rekiame 

a. Satu Muka 

b. DuaMuka 
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2) Kursi Per unit/ bulan Rp. 	8.000,00 

3) Asbak Per unit! bulan Rp. 	8.000,00 

-) 	Tempat Sampah Per unit! bulan Rp. 	8.000,00 

5) 	Billboard Pr m2/  bulan Rp. 	80.000,00 

6) 	Spanduk Per unit! Rp. 	100.000,00 maks. 1 x 
minggu 9 in2  

7) 	Umbul-Umbul Per unit! Rp. 	25.000,00 maks. 1 x 
minggu 6 in2  

8) 	Baliho Per m2 / rninggu Rp. 	25.000,00 

9) 	Stiker Pr cm/ bulan Rp. 	20.000,00 maks. 
lebar 
40cm 

10) 	Pencmpatan Booklet Per ekscmplar Rp. 	100,00 mm. 1.000 
eks 

11) 	Penempatan Leaflet/brosur Per eksernplar Rp. 	 50,00 mitt 2.000 
eks 

12) 	Neon Boks Per m2 ! 
bulan Rp. 	25.000,00 

13) 	Sign Ad (rambu-rambu) Per m2 ! bulan Rp. 	25.000,00 

14) 	Balon Udara _____ 

a. 1 hari s.d 7 han Per lokasi/ unit Rp. 	150.000,00 mm. 7 han 

b. Diatas 7 han Per lokasi! Rp. 	20.000,00 
unit! han 

15) 	Promosi  

a. 	Pcnggunaan 7 Han 
pertama 

a) Dengan Konter Per m2 /harif Rp. 	150.000,00 
kegiatan 

b) Tanpa Konter Per m2 /hani/ 
- 
Rp. 	100.000,00 

kegiatan 
Thaiiha i(ha F 

ke-8 dan seterusnya) 
a) Dengan Konter Per m2 ,'hari/ 

----- 
Rp. 	20.000,00 

kegiatan 

b) Tanpa Konter Per m2!hari/  Rp. 	15.000,00 

.. 

kegiatan 

.... 

16) 	LED Videotron 

a. 	Milk sendiri 1 Spot = 
30 detik = 
Rp.7.500,- 

a) Hanian Per spot! Rp. 	135.000,00 

jam! had  

b) Mingguan Per spot! Rp. 	850.000,00 

1± 
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Rp. 	3.5 10.000,00 

KET 

c) 	Bulanan Per spot/ 
jam/han 

b. 	Bukan Milik sendiri 

a) 	Sewa Tempat Vitron Per m2  /bulan Rp. 	500.000,00 

b) 	Konsesi Ikian 10% x total Scsuai 
Vitron pendapatan spot yang 

kotor (diluar dijuai 
biaya sewa 

tempat) 

5. Pass Pelabuhan untuk Orang dan 
Kendaraan 

1) 	Pass masuk untuk waktu 2 - 
14 han 

a. Orang 	 Per Orang 	Rp. 	60.000,00 

b. Pick up, mini bus, 	Per kendaraan Rp. 	100.000,00 
sedan, jeep, dan 
sejenisnya 

C. 	Truck, mobil box, bus, 	Per kenclaraan Rp. 	200.000,00 
dan sejenisnya 

NO. 

d. Mobil Crane, 
Forklifts, Reach Stacker 
dan sejenisnya 

C. 	Trailler, truck 
gandengan, Prime 
Movers dan sejenisnya 

2) 	Pass Masuk Pelabuhan 
Tahunan 

Per kendaraan Rp. 	400.000,00 

Per kendaraan 1 Rp 
	

600.000,00 

300.000,00 

650.000,00 

FS9111'IsRcJ.% 

a. Orang 	 Per Orang atau Rp. 
per bagian dan 

berjalan  

b. Sedan, Pick up, mini 	Per kendaraari Rp. 
bus, sedan, jeep, dan 	alau per bagian 
sejenisnya 	 dari tahun 

berjalan 

C. 	Truck, mobil box, bus, 	Per kendanaan Rp. 
dan sejenisnya 	 aiau per bagian 

dari tahun 
berj alan 
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d. 	Mobil Crane, Per kendaraan Pp. 	1.200.000,00 
Forklifls,Reach Stacker aau per bagian 
dan sejenisnya dari tahun 

berjatan 

C. 	Trailler, truck Per kendaraan Pp. 	2.000.000,00 
gandengan, Prime a--au per bagian 
Movers dan scjenisnya dari tahun 

benjaLan 

3) 	Registrasi Kartu Pass Masuk 
Pelabuhan Tahunan 

a. 	Orang 

a) Pengguna Jasa Per Orang atau Rp. 	50.000,00 
Pelabuhan per bagian dan 

tahun berjalan 

b) TKBM Per Orang atau Pp. 	50.000,00 
per bagian dan 
tahun bcrjalan 

c) Custom, Per Orang atau Pp. 	 0,00 
Immigration, per bagian dan 
Quarantine, and uhun bcrjalan 
Port-Health 

b. 	Sedan, Pick Up , dan 
sejenisnya 

Rp. 	75.000,00 a) Pengguna Jasa Per kendaraan 
Pelabuhan azau per bagian 

dari tahun 
beijalan 

b) Custom, Per kendaraan Pp. 	 0,00 
Immigration, atau per bagian 
Quarantine, and dari tahun 
Port-Health benjalan 

c. 	Truck, mobil box, bus, 
dan sejenisnya 

a) 	Pengguna Jasa Per kendaraan Pp. 	100.000,00 
Pelabuhan atau per bagian 

dari tahun 
berja Ian 

Custom, Per kendaraan Pp. 	 0,00 
Immigration, atau per bagian 
Quarantine, and dan tahun 
Port-Health —__benjalan____ 
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NO. JENIS LAYANAN SATUAN TARIF LIAYANAN KE1' 

d. 	Mobile Cranes, Forklifts, Pr kendaraan Rp. 	125.000,00 
Reach Stacker dan atau per bagian 
sejenisnya dari tahun 

berjalan 

C. 	Trailler, Truck Gandcng, Pr kendaraan Rp. 	125.000,00 
Prime Movers dan atau per bagian 
sejcnisnya dari tahun 

berjalan  

4) 	Parkir/Tempat Tunggu 
Kendaraan Bermotor 

a. 	Sepeda motor dan 
sejenisnya  

a) 	Harian 

(a) 2 (dua) Jam Per kendaraan Rp. 	1.000,00 
Pertama 

(b) Jam Per kcndaraan Rp. 	1.500,00 
Benikutnya 

b) 	map 'er 24 jam / Rp. 	15.000,00 
kendaraan 

c) 	Langganan/Bulan 

(a) Pemerintah Per 32 Rp. 	30.000,00 
Jam/hari/ 
kendaraan 

(b) Umum Per 12 Rp. 	60.000,00 
Jam/hari/ 
kendaraan 

b. 	Pick up, mini bus, 
sedan, jeep, dan 
sej enisnya 

a) 	Hanian 

(a) 2 (dua) Jam Per kendaraan Rp. 	2.000,00 
Fe rt am a 

(b) Jam Per kendaraan Rp. 	2.500,00 
Berikutnya 

b) 	map Per 24 jam! Rp. 	30.000,00 
kendaraan 

c) 	Langganan 

(a) 	Pernerintah Fer kendaraan Rp. 	60.000,00 
/bulan 
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NO. JENIS LAYANAN SATt.JAN TARIF LAYANAN KET 

(b) Umum P'r kenclaraan Rp. 	135.000,00 
/bulan 

(c) Taksi Pr kendaraan Rp. 	75.000,00 
/bulan 

C. 	Truck, Mobil Box, Bus 
dan sejenisnya 

a) 	Harian 

(a) 2 (dua) Jam Per kendaraan Rp. 	2.500,00 
Pertama 

(b) Jam Rer kendaraan Rp. 	3.500,00 
Berikutnya 

b) 	map Per 24 Jam / Rp. 	75.000,00 
kendaraan 

c) 	Langganan/ Per 12 Rp. 	180.000,00 
Bulanan Jam/hari/ 

kendaraan 

6. Sewa Ruangan, Bangunan dan 
Insidentil 

1) Ruangan Perkantoran per m2 / bulan Rp. 	160.000,00 

2) Pergudangan per m2 / bulan Rp. 	100.000,00 

3) RuangUsaha 

a. Perbankan per m2 / bulan Rp. 	160.000,00 

b. Money Changer per m2 / bulan Rp. 	160.000,00 
(Pertukaran Valuta 
Asing) 

C. 	Pertokoan per in2 ! bulan Rp. 	160.000,00 

d. Restoran 

e. Snack shop/ Snack bar 

per m2 / butan 

per m2 / bulan 

Rp. 	160.000,00 

Rp. 	160.000,00 

L 	ATM per m2 / bulan Rp. 	200.000,00 

g. 	KonterTiket Kapal per in2 ! bulan Rp. 	160.000,00 
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NO. JENIS LAYANAN 

7. Sarana dan Prasarana 

1) Jasa Pelayanan Penggunaan 
Air Bcrsih 

2) Jasa Pelayanan Penggunaan 
Listrik / PLN 

3) Penggunaan Fasilitas 
Listrik/ Catu Daya 

a) Jasa Pemakalan / 
Penggunaan 

- 	1 Phase 

- 	3 Phase 

b) Jasa Beban 

e) 	Biaya Pelayanan 

Per bulan / per (Jumlah Daya / 
pemakaian 1000) x Hari x Jam 

x Tarif PLN 

Per bulan / per (Jumlah Daya / 
pemakaian 1000) x 3 Phase x 

Hari x Jam x Tarif 
PLN 

Per bulan Jumlah Daya x 
Biaya Beban yang 

berlaicu 

Per bulan 20 % dan Jasa 
Pemakaian + Jasa 

Beban 

SATUAN TARIF IJAYANAN KET 

Per nf/ bulan in3  xTarif Air + 
Biaya Pelayanan 

20% 

Per Kwh / Kwh x Tarif PLN + 
l3ulan Biaya Pelayanan 

20% 

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, 

ttd. 

LUKITA DINARSYAH TUWO 
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Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas clan Pelabuhan Bebas Batam 
Nomor 	llTahun 2018 
Tanggal 

TARIF KHUSUS JASA KEPELABUHANAN 
BADAN PENOUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 

DAN PELABUIJAN BEBAS BATAM 

NO. JENIS LAYANAN PERSENTASE 

A. LAYANANKEPELABUHANAN  

1. LAYANANKAPAL  

JASA LABUH KAPAL a) 

1) Kapal yang berkunjung dalarn rangka kegiatan 
niaga, 	dikenakan 	tarif 	labub 	dengan 	tarif 
perhitungan clan tarif dasar, sebagai berikut: 

a. Kapal 	melakukan 	bongkar/muat 	kargo 	di 
100% 

terminal umum; 

b. Kapal 	melakukan 	kegiatan 	Ship 	to 	Ship 
509' 

Transfer; 

C. 	Kapal yang bertindak sebagai terminaling. 25% 

2) Kap& penumpang yang berkir.jung dalam rangka 
kcgiatan 	angkutan 	penumpang, 	dikenakan tarif 
Iabuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar 
sebagai bcrikut: 

a. Kurang dari 20 kunjungan per bulan, dihitung 
100% 

sesuai jumlah kunjungan: 

b. Lebih dari 20 kunjungan per bulan, dihitung 
paling banyak 20 kunjungan setiap bulannya. 

Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka 

100% 

3) 100% 
kegiatan repair atau standby. 

4) Kapal yang berkunjung dalain rangka kegiatan 
bukan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif 
perhitungan clan tanif dasar, sebagai benikut: 
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NO. JENIS LAYANAN PERSENTASE 

a. Kapal 	yang 	berkunjung 	untuk 	kegiatan 
bunker, 	mengambil 	perbekalan 	serta 
keperluan 	lain 	yang 	(ligunakan 	dalam 
melanjutkan 	perjalanan aya, 	menambah/ 
mengganti 	anak 	buab 	kapal, 	mendapat 
pertolongan 	dokter, 	pertolongan 	dalam 100% 

kebakaran, tank cleaning, pembasmian hama 
serta kapal yang menungg in muatan / waiting 
order; 

Kapal yang berkunjung dalam rangka lay-up di 
25% 

b. area yang ditetapkan; 

C. 	Kapaijenis Rig/anjungan lepas pantai. 150% 

5) Kapal 	pelayaran 	rakyat 	yang 	berkunjung 	ke 100% 
pelabuhan 	dikenakan 	tarif 	pelayanan 	labuh 0% Bila berlabuh di 
kapal niaga angkutan laut daiam negen. Pelabuhan Khusus 

PELRA. 

6) Kapal tangkapan, dikenakan iarif labuh dengan 
perhitungan sebagai berikut: 

a. 1-90 han; 0% 

b. Lebih dari 90 han. 0% 

b) JASA TAMBAT KAPAL 

1) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu untuk 
200% 

kapal yang bertambat di terminal umum. 

2) Kapal yang bertambat pada himbung kapal lain 
yang sedang bertambat di terminal umum sesuai 50% 

tambatan yang dipergunakan 

3) Kapal yang berkunjung ke terminal umum dalam 
rangka kegiatan niaga, sebagai berikul.: 

a. Kapal melakukan bongkar/rnuat kargol; 100% 

b. Kapal melakukan pengisiar air. 100% 
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NO. JENISLAYANAN PERSENTASE 

4) Kapal penumpang yang berkunjung dalarn rangka 
kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif 
tambat 	di 	setiap 	terminal 	penumpang yang 
dikunjungi dengan ketentuan sc bagai benkut: 

a. Kurang dari 20 (dua pulub) kunjungan sctiap 
bulan, dihitung sesuai jumlab kurijungannya 100% 

jumlah kunjungannya; 

b. Lebib dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap 
bulan, 	dihitung 	hanya 	20 	(dua 	puluh) 100% 
kunjungan saja setiap bulannya. 

5) Kapal Ro-Ro/tongkang/ferry yang bertambat pada 
125% 

tambatan umum, apabila mcnggunakan rampdoor. 

6) Kapal Rutin/Liner untuk kapal yang melayani 
route tetap minimal 10 kali sebitlan: 

a. Jasa Tambat; 50% 

b. Jasa Pemanduan Kapal; 50% 

C. 	Jasa Penundaan; 50% 

d. 	JasaKepil. 100% 

7) Kapal 	yang 	berada 	di 	Tcrsus/TUKS Shipyard 

dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan repair/ 

docking / Stand By untuk kepentingan kegiatan 0% 

Shipyard yang bersangkutan dmgan menunjukan 
dokumen pendukung. 

8) Kapal 	yang 	berada 	di 	'lersus/TUKS dalam 
rangka kegiatan Bongkan/muat barang yang bukan 
untuk kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa 

dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat. 

9) Kapal 	bangunan 	baru 	yang 	belum 	memiliki 

surat 	ukur kapal, dikenakan tarif dalam mata 50% 
uang IDR terhitung sejak kapal Ifluncurkan sampai 
dengan serah tenima kepada pcniilik kapal. 
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10) Setclah 	ukur 	kapal 	diterbitkan 	maka 	kapal  

dikenakan tarif pelayanan tambat scsuai dengan 100% 

kctentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 5. 

c) JASA PEMANDUAN KAPAL 

1) Untuk Kapal regular yang telab memperoleh ijin - - 

melakukan 	kegiatan 	tanpa 	jasa 	Pandu 	dan 0% 

Syahbandar.  

2) Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) 
gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas 
pandu yang berada di atas kapal terdepan atau 1 o0°/ 
petugas 	pandu 	tetap 	berada 	di 	atas 	kapal 

pandu/ tunda 	terhadap 	masirig-masing 	kapal 

konvoi 

3) Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan 
diluar batas perairan wajib pandu dan perairan 

pandu 	luar 	biasa, 	dengan 	ketentuan 	biaya 
0 200W 

transportasi dan akomodasi pemanduan menjadi 
beban pemakai layanan yang besarnya ditetapkan 
oleb Kepala Kantor Pelabuhan Laut. 

4) Kapal 	kargo 	tertentu 	seperti 	kapal 	yang 

mengangkut 	liquified 	natural gas 	(LNG), 	liquid 

petroleum 	gas 	(LPG) 	atau 	bertekanan 	tinggi 200% 
(condensate) 	yang masuk ke atau keluar dan 
dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah 
perairan wajib pandu.  

5) Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani 1000/ 
masuk/keluar kapal di perairan wajib pandu.  

6) Tarif pelayanan pernanduan pada waktu melayani 75/0 
gerakan tersendiri di perairan wajib pandu. 

7) Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri didalam 
perairan wajib pandu untuk keperluan 	shifting 

kapal 	pada 	pelabuhan 	tententu 	yang 	jarak 75% 

pelayanan 	pemanduannya 	melebihi 	jarak 

pemanduan pada pelabuhan setempat. 
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2. LAYANAN BARANG 

a) JASA PENUMPUKAN 

1) Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang 
dibongkar/muat dari kapal (linpor clan bongkar 
atau ekspor clan muat antar pulau) dikenakan 
dengan perhitungan sebagal betikut: 

Hari 1 	1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh 
100% 

empat) jam dikenakan tarif 1 (satu) han. 

Hari II 	25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 
(empat 	puluh 	dclapan) 	jam 	clan 200% 

seterusnya dihitung p(.-rharinya. 

2) Tarif 	pelayanan 	penumpukan 	untuk 	barang 
150% 

sebagaimana dimaksud dalam Pusal 75. 

3) Tarif pelayanan 	penumpukan 	untuk 	barang 

berbahaya 	sebagaimana 	di 	awn 	dalam 

International 	Maritime 	Den gerous 	Goods 	Code 

(JMDG Code) dikenakan dengar. ketentuan sebagai 

berikut: 

a. terhadap barang berbahaya yang disimpan 
dalam gudang/lapangan penumpukan atau 200% 
tempat lain serta barang berbahaya dalam 
peti kemas; 

b. terhadap barang berbahaya yang tidak dibeni 
tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan 300% 

JMDG Code; 

C. 	barang 	berbahaya 	disesuaikan 	dengan 

ketentuan IMDG Code unttk kclas I (satu) clan 0% 
IV (empat) tidak diperbolehkan ditumpuk di 
gudang/ lapangan penumpukan. 

4) Tarif 	pelayanan 	penumpukan 	sebagaimana 

dimaksud 	dalam 	Pasal 	80, 	dikenakan 	dengan 

perhitungan sebagai benikut: 

a. 	Untuk barang yang 	dihongkar dari kapal 

(impor clan bongkar antar pulau): 
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i) Masa 	I 	sampai 	d'mgan 	ban 	ke-5 
dikenakan tarif pelayanan penumpukan 100% 
dihitung perhari sebesar tarif dasar; 

ii) Masa II han ke-6 dan scterusnya dihitung 
perharinya. 

200 

b. 	Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor 
dan muat antar pulau): 

i) Masa 	I 	sampai 	dcmgan 	han 	ke-7 
dikenakan tarif pe)ay3nan penumpukan 100% 
dihitung perharinya se 3esar tarif dasar; 

ii) Masa U ban ke-8 dan seterusnya dihitung 
200% 

perharinya. 

5) Pelayanan penumpukan untuk barang bcrbahaya 
sebagaimana diatur dalam International Maritime 
Dangerous Goods Code (IMDG Code), dikenakan 
tarif dengan ketentuan sebagai benikut: 

a. terhadap barang berbahaya yang disimpan 
dalam gudang/lapangan penumpukan atau 

200% 
tempat lain serta barang berbahaya dalam 
petikemas; 

b. terhadap barang berbahaya yang tidak dibeni 
tanda khusus (label) sebagaimaria ketentuan 300% 

1MW Code 

6) Tarif pelayanan penumpukan 	untuk 	petikemas 
berstatus FCL ekspor/irnpor, petikemas domestik 
(antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan 
sebagai bcrikut: 

a. Masa I 	sampai dengan han ke-5 dikenakan 

tanif 	penumpukan 	dihitung 	per 100% 

han; 

b. Masa II 	Han ke-6 dan seterusnya dihitung 200% 
per han. 

7) Pembongkaran atau pemuatan petikemas kosong. 90% tarif FCL 

8) Tarif petikernas ukuran diatas 40' (empat puluh 125% tanif ukuran 

feet). 40' 
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9) Tarif 	uncontainerized 	cargo 	dengan berat kotor tarif tersendiri 
di atas 35 	(tiga puluh 	Jima) 	ton 	sebagaimana (besaran 
dimaksud dalam Pasal 103. ditetapkan 

berdasarkan 
kesepakatan 

antara Pengelola 
Terminal Petikemas 
dengan pengguna 

layanan yang 
bersangkutan). 

10) Dalam hal terjadi shifting petikcmas sebagaimana 125% tarif 
dimaksud 	dalam 	Pasal 	108, 	tetapi 	dilakukan pelayanan shifting 
dengan 	landing 	ke 	lapangan 	penumpukan petikemas dengan 
petikemas. landing dan 

reshipping 
operation 

b) JASA BONGKAR/MUAT 

Petikemas overheight/ ovenvidihi overlcngth. 1) 120% 

2) Barang yang sifatnya mengangguj merusak fasilitas 
dcrmaga 	atau 	fasilitas 	Iainnya 	serta 	kesehatan 120% 
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. 

3) Pelayanan 	dermaga 	untuk 	arang 	berbahaya 
sebagaimana diatur dalam Int'rnational Maritime 
Dangerous Goods Code (IMDG Code) dikenakan 
tarifdengan ketentuan sebagai herikut: 

a. Terhadap barang berbahayn; 140% 

b. Barang berbahaya yang 	idak diberi tanda 
khusus (label) sebagaimana ketentuan IMDG 160% 

Code. 

4) Barang yang dibongkar dan dimuat antar kapal 25% dari tarif 
atau antara kapal dengan alat apung Iainnya tanpa dasar kapal yang 
melalui dermaga di dalam DLRr dan DLKp perairan dibongkar dan 
Pelabuhan dipungut biaya alih muatan 25% dari tanif 

kapal yang dimuat 
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NO. I 	 JEI4IS LAYANAN 	 I PERSENTASE 

5) Barang yang dimuat meldul dermaga ke 
kapal/ tongkang 	yang 	hersandar 	pada 
kapal/ tongkang lain yang sedang beriambat pada 	751/)o 

tambatan atau sebaliknya di Terminal Umum 
dikenakan tarif pelayanan jasa hongkar/ muat. 

6) Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga 
ke maupun dari kapal/tongkarLg di Torsus/TUKS, 
dilcenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat 
sebagai berikut: 

a. Untuk barang milik sendiri, yang digunakan 

	

dalam rangka menunjang industrinya, serta 	0% 

dibuktikan dengan dokutnen manifest; 

b. Untuk barang milik pihakketiga. 	 100% 

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, 

ttd. 

LUKITA DINARSYAH TUWO 
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Lampiran 5 Peraturan Kcpala Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pclabuhan Bebas Batam 
Nomor :11 rahun 2018 
Tanggal :19 Dktobcr 2018 

DAFFAR BARANG-BARANG YANG SIFATNYA 
MENGGANGGU/ MER!JSAK KONDISI DERMAGA 

DAN FASILITAS LAINNYA SERTA KESEHATAN MANUSIA 

NO. JENIS BARANGMENGGANGGU/MERUSAK 

1. Bahan makanan manusia: gaFzm, terasi, iRan asin, udang kcring dan 
sejenisnya, cabai/lombok, 	bawang dan 	sejcnisnya, 	merica/lada dan 
sejenisnya, minyak goreng dan lemak. 

Bahanmakanan ternak: galè7biiiikfi, dedak beras, dedak gandum, 2. 
dan scjenisnya. 

3. Berasal dari hewan: Kulit, tuliiIg, tandükdan sejenisnya. 

4. Berasal dari tanaman: 	kopra, arang, tepung tapioka, ampas tebu dan 
sejenisnya. 

5. Barang berasal dari hewan atau tanaman yang membusuk dan harus 
dimusnahkan. 

Barang bekas: besi tua/ scrap iron, kertas bekas. 6. 

7. Barang galian: belerang, gypsum, batubara, batu kapur, batu pecah, 
pasir batu pecah, pasir gelas/ si lican, pasir besi, pasir dan batu kali. 

8. Bahan kimia, bukan barang bcrbahaya berbentuk tepung atau butiran 
dalam karung: Alumunium potash, alumunium bicabonat, aluminium 
hydroxide activated carbon, dosium, 	sulfat, sodium tnifoly phosfate, 
sodium carboxy methyl cellulox (CMC). 
Pupuk produksi industni kimia: pupuk, semen, dan sejenisnya. 

9.  Produksi industri minyak bunti: aspal, gemuk, minyak pelumas dan 
scjenisnya. 

10. Kayu hasil hutan: kayu gelonclongan (logs), kulit basah. 

Barang besi dan baja. 11. 

12. Barang logam dan batangan lair nya. 	- 

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANOAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, 

ttd. 

hnya 
rat, 

LUKITA DINARSYAH TUWO 
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Lampiran 6 Praturan Kepala Badan Pengusahaan 
Kawasan Perciagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
Nomor :1] Tahun 2018 
Tanggal : 19 Oktober 2018 

DAFTAR JENIS DAN NAMA BARNG YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN 
PENUMPUKAN DIHITUNG ATAS DASAR SATUAN TON ATAU m 3  

NO. JENIS DAN NAMA BARANG SATUAN 

1. MUATAN KARUNGAN 

a. BAHAN MAKANAN POKOK DAN SEJENISNYA ton 

Beras, 	bulgur, jagung, 	tepung 	terigu, 	gula 	pasir, 
garam, 	tepung 	tapioca, 	gaplek 	glondong, 	tepung 
gaplek dan gandum;  

b. BAHAN MAKANAN TERNAK 	-- ton 

Dedak, katul, beras katul gandum, bungkil kopra, 
bungk.il kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil 
jenis Iainnya (dipres atau scrpih);  

c. BUAI-i/BIJI BERMINYAK DAN LAIN SEJENISNYA ton 

Kopra, biji kelapa sawi:, hiji icngkawang, biji kapuk, 
biji bunga matahari;  

d. PUPUK ton 

Pupuk alain, pupuk buatan dan lain sejcnisnya;  

e. SEMEN DAN LAIN SEJENISNYA ton 

Semen, mud; 

f. KOPI, AKAR-AKARAN OBAT, DAN BAHAN REMPAH- 
REMPAH 

- 	 Kopi 	lada, 	pala, 	cinamon, 	gambir, 	jahe, ton 
lengkuas, kunyit, bji wijeri;  

- 	 Fuli, daun salam, caun sureh, rotan, daun siong, 
lombok kering.  

g. KACANG-KACANGAN ton 
Kacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, 
biji mete, kacang beras, dan kacang sejenisnya.  

2. MUATANCURAH  

a. 	BARANG GALIAN 	- ton 

Biji timah, 	biji besi, 	biji nekel, granite, tanab hat, 
porselin, china clay, dan lain sejenisnya, biji manga, 
batu kerikil, pasir, gelas, cilica, 	batu bara dan pasir 
besi; 
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b. CURAH CAIR ton 

Gula tetes, minyak gorcrg, aspal dan sejenisnya; 

c. CURAL-! KERING ton 

Gandum, bungkil dan lam sejenisnya; 

d. HASIL INDUSTRI ton 

Semen. 

3. BARANG BESI DAN BAJA 

a. Metal dasar dan sejenisnya ton 

- 	Pig Iron, steel ingots, steel billets, steel blooms 

b. Material dari besi dan beja ton 

- 	Tin plates, steel plates, ware in coils, iron sheepers, 
profile iron, pails, 	bars iron, cast iron, woop iron, 
steel slabs, strips iron/steel. 

c. Hasil dari bcsi/baja dan lain sejenisnya ton 

- 	Concrete iron beams:  landing mats metal, pipes & 
tubes, profile 
electric poles & piles, 	rails, 	steels sheet (loseO, 
barted wire in coils.  

d. Besi bekas dan lain-lain sejenisnya ton 

- 	Scrap iron. 

4. LOGAM DAN BATANGAN LAJNNYA 

Timah 	putih 	(lead), 	timah 	hitam 	(tin), 	zink 	dalam ton 
batangan 	(ingots), 	tembaga 	batangan, 	plat dan 	besi, 
alumunium, 	bronzo 	dan 	magnesium 	dalam 	balok 
batangan. 

BARANG-BARANG DAN PER KAKAS LISTRIK 5. 

Perkakas, motor, kawat, racio, pesawat TV, loudspeaker, ton 
microhone, 	amplifier, 	me-sin 	cuci, 	lemari 	pendingin 
(refrigerator), alat pemanas air (water heater), projectors, 
mesin copy, dan onderdilnya. -- 

6. MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYA 

Onderdilnya kendaraan berinotor, mesin-mesin/perkakas ton 
dan 	onderdilnya, 	alat-alat 	bermesin 	dan 
perlengkapannya, 	mesin 	motor, 	pelor 	roda 	(bearing), 
onderdil mesin terbuat dari besi dan logam, instalasi 
generator lengkap, ketel uap (boiler), mesin penumbuk/ 
penghimpit (crusher), mesin pengaduk, mesin-mesin yang 
sejenisnya.  
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7. MESIN-MESIN DAN PERIKAKAS KANTOR 

ton Mesin 	hitung, 	mesin jumlah, 	mesin 	alamat, 	mesin 
perangko, mesin tik, mesin stensil, dan mesin-mcsin 
lainnya. 

8. BARANG-BARANG DARI GEIAS DAN KERAMIK 

- 	 l3arang-barang dad gelas, isolator dan scjenisnya, m3  
pelat gelas, kaca jendela/pintu. kaca ccrmin dan lain 
sejenisnya; 

- 	 Porselin. 

9.  INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANG 
SFAJENISNYA 

Instrumenfalat-alat kedokteran, 	(medical 	instruments), ton 
perlengkapan laboratorium (laboratory equipment) alat- 
alat potrct 	film (cinema camera). 

10. MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN 

- 	 Didinginkan diatas 0°C (telur, buah-buahan, sayur 
mayur, basil-basil pabrik susu) ;  

- 	 Dibekukan dibawah 0°C (daging, ikan, udang, kodok, 
dan lain sejenisnya). 

11. KAYU 

Kayu 	gergajian, 	kayu 	papan, 	kayu 	bantalan, 	kayu m3  
berlapis, triplek, kayu lapis 	bati kayu (corestock), kayu 
gelondongan (log).  

12. MUATAN DALAM DRUM DAN TONG 

- 	 Aspal, bahan kimia (tidak berbahaya), minyak 
mineral, minyak ikan, rninyak hewani, minyak nabati, ton 
minyak lemak, minyak dan lemak sejenisnya; 

- 	 Drum dan tong kosong. 

KENDARAAN/ALAT-ALAT 	I3ERAT 	BERMOTOR 	DAN 13. 
SEJENISNYA 

- 	 Tractor, 	forklift, kran, crade, 	csraper, 	loader, 	road ton 
roller, container stacker, locomotive, wagon kereta api 
dan sejenisnya; 

- 	 Mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda dua. m3  

14. HASIL PERIKANAN 

- 	 Ikan kering, udang kering, dan lain sejenisnya; 

- 	 Terasi dan petis. 
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15. FIBRE 

- 	 Kapuk, kapas/katun, wool, pulp, dan lain sejenisnya; ton 

- 	 Barang-barang lainnya. 

16. MUATAN DALAM KERANJANG 

Buab-buahan, sayur-sayuraii, dan lain sejenisnya. ton 

17. MUATAN DALAM BAL/ROL 

Kertas, textile dan lain sejenisnya. m3  

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN I3EI3AS 
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, 

ttd. 

LUKITA DINARSYAH TUWO 
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